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ABSTRAK 
 
Riska Aprillia Prawitasari. K7405103. PENINGKATAN KUALITAS 
SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA PENCAPAIAN VISI 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SURAKARTA. Skripsi. 
Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 1 April 2009. 
 Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui usaha Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Surakarta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 
upaya pencapaian visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Obyek 
penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model teknik analisis interaktif. Prosedur penelitian meliputi tahap: 
(1) Perumusan Masalah, (2) Pengumpulan Data, (3) Analisis Data, (4) 
Penyusunan laporan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
usaha yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya pencapaian visinya 
yaitu: (1) pembinaan dan pengembangan aparatur, (2) peningkatan disiplin 
aparatur, (3) pengadaan pendidikan kedinasan, (4) peningkatan kapasitas sumber 
daya manusia. Usaha-usaha tersebut sudah terlaksana secara optimal. Semua hal 
dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan hasilnya 
mengindikasikan pencapaian target yang diharapkan sehingga visi Badan 
Kepegawaian Daerah yang berbunyi “Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kota 
Surakarta yang profesional dan kredibel dalam melaksanakan pelayanan prima 
kepada masyarakat“ dapat dikatakan telah tercapai dengan adanya usaha 
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator ketercapaian visi tersebut, 
antara lain dapat ditunjukkan melalui: (1) Kedisiplinan jam kerja, setiap Pegawai 
Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah bekerja secara tertib sesuai dengan jam 
kerja yang telah ditentukan yaitu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 
WIB. (2) Semangat kerja dan loyalitas Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian 
Daerah  yang tinggi, adanya pembinaan pegawai mampu memberikan semangat 
kerja dan loyalitas yang tinggi terhadap tupoksi masing-masing PNS serta tidak 
ada kata santai dan menunda-nunda pekerjaan. (3) Peningkatan ketrampilan 
Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah, yaitu melalui Diklat. Contoh 
riil nya, ketrampilan PNS BKD khususnya usia tua untuk mengoperasikan 
komputer dalam melaksanakan pekerjaannya. (4) Seleksi ketat atas pengadaan 
Calon Pegawai Negeri Sipil, ditujukan guna diperoleh sumber daya manusia yang 
berkualitas.  
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MOTTO 
 
...Kau memperoleh kekuatan, kelemahan dan rasa percaya diri dari setiap 
pengalaman yang membuatmu berhenti sejenak untuk menghadapi rasa takutmu... 
Dan kau dapat berkata pada dirimu sendiri, ” Aku telah tabah menghadapi 
kengerian ini, aku pasti mampu menghadapi hal berikutnya.” 
(Eleanor Roosevelt) 
 
Akar sebuah ”Cita-Cita”  berawal dari tebaran benih ”Usaha yang Tiada Henti” 
yang tumbuh bersama ”Doa, Semangat, dan Harapan” hingga terpetik seuntai 
”Kesuksesan” 
(Penulis) 
 
Kita hanyalah seorang manusia yang tiada pernah mungkin bisa untuk sempurna 
Jangan takut untuk melangkah Jangan ragu bergerak untuk maju 
Hadapilah semuanya... 
(Penulis) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu 
organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan 
berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola 
dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua 
kegiatan institusi atau organisasi. Selanjutnya, Sumber daya manusia ini harus 
diatur dan diurus berdasarkan visi organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai 
secara optimal. 
 Siswandari (2006) mengungkapkan, “Kunci keunggulan bersaing 
(competitive advantage) organisasi manapun tergantung pada sumber daya 
manusia”. Oleh karena itu, organisasi-organisasi unggul di dunia selalu 
mendahulukan dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia walaupun pekerjaan tersebut memakan waktu yang cukup lama sekitar 
lima sampai sepuluh tahun tetapi manfaat yang dirasakan dari pekerjaan tersebut 
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Alain Mitrani (1995: 8) 
menyatakan, “Agar organisasi dapat berhasil diperlukan empat syarat: misi 
organisasi, kompetensi atau kemampuan manusia,informasi, dan budaya”. 
Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, maka 
organisasi apapun pasti mengandalkan sumber daya manusia sebagai modal utama 
kelangsungan usahanya. Manusialah yang menjalankan faktor-faktor  yang ada 
dalam organisasi. Keberhasilan setiap organisasi terletak dari kesuksesan sumber 
daya manusia dalam mengelola organisasi tersebut. Sumber daya manusia yang 
dibutuhkan yaitu sumber daya manusia yang maju dan berkualitas. Betapa pun 
bagusnya perumusan tujuan dan rencana organisasi, hanya akan sia-sia jika unsur 
sumber daya manusia nya tidak diperhatikan apalagi diterlantarkan. Semua pihak 
menyadari betapa pentingnya kualitas sumber daya manusia dan tampaknya telah 
menjadi kebutuhan pokok bagi organisasi-organisasi tanpa pandang bulu. 
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Menurut B.S. Wibowo (2008) sumber daya manusia berkualitas adalah 
yang unggul secara fisik, intelektual, emosional dan moralitas. Maka sumber daya 
manusia dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki etos kerja yang tinggi, 
semangat berkompetisi, sikap kemandirian, disiplin, dan penghargaan terhadap 
waktu. 
Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara terus menerus 
agar tujuan organisasi dapat tercapai. Peningkatan dilakukan melalui upaya-upaya 
yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya manusia, situasi organisasi serta 
tujuan yang ingin dicapai organisasi. Tujuan organisasi tertuang pada visi 
organisasi. Visi mencanangkan masa depan suatu perusahaan untuk tiga sampai 
sepuluh tahun ke depan, yang merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi 
untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. 
Banyak organisasi seperti organisasi-organisasi swasta maupun milik 
negara yang memiliki dan menyatakan visinya dengan kalimat yang bagus dan 
bombastis, dibingkai dengan pigura yang indah dan ditempelkan pada dinding 
ruang suatu organisasi tersebut. Namun, seringkali pernyataan visi tersebut tidak 
memberikan makna bagi anggota organisasi karena mereka tidak mengerti esensi 
yang terkandung dalam visi dan implikasinya bagi pekerjaan mereka.  
Penulis ingin mengetahui apakah keadaan seperti diatas juga terjadi di 
lembaga Pemerintah Kota Surakarta, maka penulis melakukan penelitian pada 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta (BKD). Penulis memilih BKD Kota 
Surakarta sebagai tempat penelitian karena BKD Kota Surakarta merupakan 
sebuah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang mempunyai 
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dengan visi 
yang ingin dicapai, yaitu “Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kota Surakarta 
yang professional dan kredibel dalam melaksanakan pelayanan prima kepada 
masyarakat”. Bidang kepegawaian yang dimaksud mencakup seluruh Pegawai 
Negeri Sipil yang berada di wilayah Kota Surakarta.   
Pegawai Negeri Sipil merupakan aparat masyarakat yang bekerja untuk 
melayani kepentingan masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan ditujukan 
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untuk perbaikan fisik dan non fisik suatu daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Menurut hasil studi pendahuluan, dapat diinformasikan bahwa kualitas 
sumber daya manusia pada Pegawai Negeri Sipil Kota Surakarta relatif rendah. 
Masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang bolos atau tidak hadir tanpa 
izin terutama setelah hari libur resmi, Pegawai Negeri Sipil didapati pada tempat-
tempat perbelanjaan atau tempat keramaian umum pada saat jam kerja. Selain itu 
ada beberapa Pegawai negeri Sipil yang terkesan malas-malasan saat mengerjakan 
tugas di dalam kantor.  
Hal-hal tersebut yang menjadikan penilaian masyarakat terhadap 
sebagian besar Pegawai Negeri Sipil Kota Surakarta kurang memiliki kedisiplinan 
kerja. Kedisiplinan kerja juga termasuk dari kualitas sumber daya manusia. 
Pandangan-pandangan negatif dari masyarakat tersebut yang memacu Badan 
Kepegawaian Daerah untuk melakukan upaya-upaya peningkatan sumber daya 
manusia baik pegawai Badan Kepegawaian Daerah sendiri maupun bagi seluruh 
pegawai pemerintah Kota Surakarta.  
Upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia diharapkan terlaksana 
secara optimal agar pencapaian visi BKD dapat tercapai yang selanjutnya sebagai 
pertanggungjawaban kepada masyarakat Kota Surakarta dan pada akhirnya akan 
memperbaiki citra Pegawai Negeri Sipil.  
Atas dasar latar belakang masalah yang diungkapkan penulis di atas, 
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan 
Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Upaya Pencapaian Visi Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Surakarta”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 
maka perumusan masalah penelitian yaitu :  
Bagaimana usaha Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya pencapaian visi Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  
Mengetahui usaha Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya pencapaian visi Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya 
pencapaian visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi fihak-fihak sebagai berikut ini: 
1. Bagi lembaga, berguna sebagai bahan masukan dalam melakukan usaha 
peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya pencapaian visi agar 
terlaksana secara optimal. 
2. Bagi masyarakat, berguna dalam mengetahui peningkatan kualitas sumber 
daya dalam upaya pencapaian visi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah 
Kota Surakarta yaitu BKD yang selanjutnya sebagai pertanggungjawaban 
kepada masyarakat Kota Surakarta dan pada akhirnya akan memperbaiki citra 
Pegawai Negeri Sipil. 
3. Bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini dapat mendapatkan pengetahuan 
tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya pencapaian 
visi BKD Kota Surakarta. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Kualitas 
a. Pengertian Kualitas 
Menurut Fandy Tjiptono (1997: 2), “Kata kualitas mengandung banyak 
definisi dan makna. Orang yang berbeda akan mengartikan secara berlainan 
sesuai dengan konteks yang dibicarakan”. Beberapa contoh definisi yang 
kerap dijumpai antara lain: 
1) Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan 
2) Kecocokan untuk pemakaian 
3) Perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan 
4) Bebas dari kerusakan atau cacat 
5) Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat 
6) Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal 
7) Sesuatu yang biasa membahagiakan pelanggan.  
Definisi-definisi tersebut mengandung keunggulan dan kelemahan 
masing-masing. Setiap organisasi harus mendefinisikan kualitas berdasarkan 
tujuan, harapan, budaya, dan pelanggannya. Banyak pakar kualitas mencoba 
untuk mendefinikan kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. 
Beberapa diantaranya yaitu (Zulian Yamit, 2004: 7): 
1) W. Edward Deming : mendefinisikan kualitas adalah apapun yang 
menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. 
2) Philip B. Crosby   : mempersepsikan kualitas sebagai nihil cacat, 
kesempurnaan dan kesesuaian terhadap 
persyaratan. 
3) Joseph M. Juran : mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian       
terhadap  spesifikasi 
 
Sedangkan menurut Goetsch Davis, 1994 dalam Zulian Yamit (2004: 
8), “Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 
harapan”. Pendekatan yang dikemukakan Goetsch Davis ini menegaskan 
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bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk 
atau jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia. 
Berbicara mengenai kualitas tampaknya bersifat sangat luas. Kualitas 
dapat berupa barang, jasa, ataupun manusia tergantung konteks yang 
dibicarakan. Berdasarkan pengertian-pengertian kualitas yang telah 
dikemukakan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kualitas 
merupakan sesuatu yang memiliki kesesuaian dengan kriteria atau spesifikasi 
yang diinginkan serta nihil terhadap cacat atau kerusakan. 
 
b. Sumber dan Dimensi Kualitas 
Menurut Hadari Nawawi (2008), sumber-sumber kualitas adalah:  
1) Komitmen Pucuk Pimpinan terhadap Kualitas. 
Komitmen ini sangat penting karena berpengaruh langsung pada 
setiap pembuatan keputusan dan kebijakan, pemilihan dan 
pelaksanaan program dan proyek, pemberdayaan sumber daya 
manusia, dan pelaksanaan kontrol. Tanpa komitmen ini tidak 
mungkin diciptakan dan dikembangkan pelaksanaan fungsi–fungsi 
manajemen yang berorentasi pada kualitas produk dan pelayanan 
umum. 
2) Sistem Informasi Manajemen 
Sumber ini sangat penting karena usaha mengimplementasikan 
semua fungsi manajemen yang berkualitas, sangat tergantung pada 
ketersediaan informasi dan data yang akurat, lengkap dan terjamin 
kekiniannya sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas 
pokok organisasi. 
3) Sumber Daya Manusia yang Potensial 
Sumber daya manusia di lingkungan organisasi sebagai aset 
bersifat kuantitatif dalam arti dapat dihitung jumlahnya. Disamping 
itu sumber daya manusia juga merupakan potensi yang 
berkewajiban melaksanakan tugas pokok organisasi untuk 
mewujudkan eksistensinya. Kualitas pelaksanaan tugas pokok 
sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh sumber daya 
manusia, baik yang telah diwujudkan dalam prestasi kerja maupun 
yang masih bersifat potensial dan dapat dikembangkan. 
4) Keterlibatan semua Fungsi 
Semua fungsi dalam organisasi sebagai sumber kualitas, sama 
pentingnya satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan. Untuk itu semua fungsi harus dilibatkan 
secara maksimal, sehingga saling menunjang satu dengan yang 
lainnya.  
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5) Filsafat Perbaikan Kualitas secara Berkesinambungan 
Sumber–sumber kualitas yang ada bersifat sangat mendasar, karena 
tergantung pada kondisi pucuk pimpinan yang selalu menghadapi 
kemungkinan dipindahkan, atau dapat memohon untuk 
dipindahkan.  
 
Semua sumber kualitas di lingkungan organisasi dapat dilihat 
manifestasinya melalui dimensi–dimensi kualitas yang harus direalisasikan 
oleh pucuk pimpinan bekerja sama dengan anggota organisasi yang ada dalam 
lingkungan organisasi. Hadari Nawawi (2008) menyatakan, dimensi kualitas 
sebagai berikut:  
1) Dimensi Kerja Organisasi 
Kinerja dalam arti unjuk perilaku dalam bekerja yang positif, 
merupakan gambaran konkrit dari kemampuan mendayagunakan 
sumber–sumber kualitas yang berdampak pada keberhasilan 
mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan eksistensi 
organisasi. 
2) Iklim Kerja 
Penggunaan sumber–sumber kualitas secara intensif akan 
menghasilkan iklim kerja yang kondusif di lingkungan organisasi. 
Di dalam iklim kerja yang diwarnai kebersamaan akan terwujud 
kerjasama yang efektif melalui kerja di dalam tim kerja, yang 
saling menghargai dan menghormati pendapat, kreativitas, inisiatif 
dan inovasi untuk selalu meningkatkan kualitas. 
3) Nilai Tambah 
Pendayagunaan sumber–sumber kualitas secara efektif dan efisien 
akan memberikan nilai tambah atau keistimewaan tambahan 
sebagai pelengkap dalam melaksanakan tugas pokok dan hasil 
yang dicapai oleh organisasi. Nilai tambah ini secara kongkrit 
terlihat pada rasa puas dan berkurang atau hilangnya keluhan pihak 
yang dilayani. 
4) Kesesuaian dengan Spesifikasi 
Pendayagunaan sumber–sumber kualitas secara efektif dan efisien 
bermanifestasi pada kemampuan personil untuk menyesuaikan 
proses pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya dengan karakteristik 
operasional dan standar hasilnya berdasarkan ukuran kualitas yang 
disepakati. 
5) Kualitas Pelayanan dan Daya Tahan Hasil Pembangunan 
Dampak lain yang dapat diamati dari pendayagunaan sumber–
sumber kualitas yang efektif dan efisien terlihat pada peningkatan 
kualitas dalam melaksanakan tugas pelayanan. 
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6) Persepsi Masyarakat 
Pendayagunaan sumber–sumber kualitas yang sukses di 
lingkungan organisasi dapat diketahui dari persepsi masyarakat 
(brand image) dalam bentuk citra dan reputasi yang positif. 
 
Sedangkan dimensi kualitas menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman 
dalam Zulian Yamit (2004: 10) terdiri dari: 
1) Tangibles (bukti langsung) 
Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana 
komunikasi. 
2) Realiability (kehandalan) 
Kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan 
memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan. 
3) Responsiveness (daya tangkap) 
Keinginan para staff untuk membantu para pelanggan dan 
memberikan pelayanan dengan tanggap.  
4) Assurance (jaminan) 
Mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang 
dimiliki para staff, bebas dari bahaya, resiko ataupun keragu-
raguan. 
5) Empaty  
Meliputi kemudahan dalam melekukan hubungan, komunikasi 
yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan 
pelanggan. 
 
Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 
sumber dan dimensi kualitas sangat erat kaitannya satu sama lain. Sumber-
sumber kualitas harus direalisasikan melalui dimensi-dimensi kualitas yang 
terdapat pada lingkungan organisasi. 
 
2. Sumber Daya Manusia 
a. Pengertian Sumber Daya Manusia 
Achmad S. Ruky (2003: 7) menyatakan, “Istilah sumber daya manusia 
yang seringkali disingkat dengan SDM adalah peng-Indonesiaan dari istilah 
Human Resource”. Kata resource berarti sumber daya yang berarti sumber 
dari daya atau kekuatan. Daya atau kekuatan tersebut dapat diperoleh dari 
beberapa sumber daya atau resourses yang dapat didayagunakan. Menurut 
Peter Salim dalam Achmad S. Ruky (2003: 8), Bagi sebuah negara, sumber 
daya minimal terdiri dari: 
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1) Human Resource atau sumber daya manusia, yaitu sumber daya yang 
berasal dari manusia yang dimilikinya. 
2) Natural Resources atau sumber daya alami yang berasal dari kekayaan 
alam. 
Faustino Cardoso (2003: 1) menyatakan “Sumber daya manusia adalah 
semua orang yang melakukan aktivitas”. Berdasarkan pemaparan di atas, 
secara umum sumber daya manusia dapat diartikan sebagai potensi yang 
terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk 
sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri 
serta seluruh potensi yang terkandung menuju tercapainya kesejahteraan 
kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. 
 
b. Sumber Daya Manusia Sebagai Modal Insani 
Sumber daya manusia merupakan sumber dari kekuatan yang berasal 
dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. 
Keberhasilan organisasi bukanlah ditentukan oleh modal finansial, teknologi, 
dan modal tetap tetapi berada ditangan capital intangible yaitu kompetensi 
sumber daya manusia. Theodore Schult dalam Achmad S. Ruky (2003: 8) 
mendeskripsikan tentang sumber daya manusia sebagai modal insani sebagai 
berikut: 
Anggaplah bahwa semua kemampuan manusia sebagai sudah bawaan 
daro lahir atau diperoleh. Semua manusia sudah dilahirkan dengan 
sejumlah genes yang menentukan kemampuan bawaannya. Ciri-
ciridari kualitas penduduk yang bernilai dan yang diperoleh oleh 
mereka dan dapat diperbesar kemampuannya dengan investasi yang 
tepat dapat diperlakukan sebagai modal insani atau human capital. 
 
Berbasiskan pada pernyataan Theodore Schultz tersebut, beberapa 
pakar kemudian mempopulerkan istilah human capital yang berarti modal 
insani. Tujuan penggunaan istilah modal atau capital yaitu menekankan 
bahwa sumber daya manusia adalah sebuah asset bagi sebuah organisasi yang 
menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut merealisasikan 
visi organisasi.  
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Modal insani dapat digambarkan sebagai kombinasi dari elemen-
elemen berikut ini (Jac Fitz-enz dalam Achmad S.Ruky, 2003: 11): 
1) Ciri-ciri atau karakteristik yang dibawa oleh seseorang ke 
pekerjaannya yang mencakup kecerdasan, energi, sikap positif, 
dapat diandalkan, dan komitmen. 
2) Kemampuan untuk belajar yang mencakup bakat, imajinasi, 
kreativitas, dan yang sering disebut sebagai kemampuan “mencapai 
hasil melalui orang lain”. 
3) Motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang tiada lain 
adalah semangat kelompok (team spirit) dan kecondongan pada 
sasaran. 
 
Penulis menyimpulkan bahwa human capital atau modal insani 
merupakan suatu istilah yang menekankan bahwa sumber daya manusia 
merupakan suatu aset atau modal suatu organisasi dalam mewujudkan visi 
organisasi dan terdiri dari elemen-elemen: karakteristik seseorang, 
kemampuan belajar, dan motivasi. 
 
c. Perencanaaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Perencanaan selalu berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai dan 
karena dunia selalu berkembang di segala bidang, maka dalam menentukan 
perencanaan harus cermat dan teliti. “Perencanaan sumber daya manusia 
merupakan proses pengambilan keputusan dalam menyewa dan menempatkan 
staff dalam perusahaan” (Sjafri Mangkuprawira, 2003: 68).  
Menurut Sjafri Mangkuprawira (2003: 70) Perencanaan sumber daya 
manusia dibuat berdasarkan beberapa dimensi kunci yaitu: 
1) Organisasi dapat memilih untuk proaktif atau reaktif dalam 
perencanaan sumber daya manusia. 
2) Organisasi membuat faktor-faktor penentu yang jangkauannya 
luas. 
3) Formalitas perencanaan. 
4) Keterikatan perencanaan sumber daya manusia dengan rencana 
strategis organisasi. 
5) Keluwesan terhadap faktor-faktor lain.  
 
Secara luas, perencanaan sumber daya manusia dalam sebuah 
organisasi terdiri dari: 
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1) Rekrutmen 
2) Seleksi 
3) Pelatihan-pengembangan 
4) Sistem imbalan 
5) Sistem informasi sumber daya manusia 
6) Keamanan-kesehatan 
7) Penilaian  
Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo (2003: 235), “Pada umumnya 
unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kinerja 
adalah kesetiaaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja 
sama, prakarsa, dan kepemimpinan”.    
Setiap organisasi akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang 
telah ditentukan, oleh karena itu karyawan perlu meningkatkan kemampuan 
nya dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Menurut Tri 
Murwaningsih (2005: 41):  
Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk mencapai 
efisiensi kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah 
ditetapkan. Perbaikan efisiensi kerja dapat dicapai dengan 
meningkatkan: 
1) pengetahuan karyawan 
pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknnya 
pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan 
mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi 
organisasi. 
2) ketrampilan karyawan 
faktor yang juga ikut menyukseskan pencapaian tujuan organisasi 
adalah faktor ketrampilan karyawan. Bagi karyawan yang 
mempunyai ketrampilan kerja yang baik, maka akan mempercepat 
pencapaian tujuan organisasi.   
3) sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya 
hal lain yang perlu diperhatikan adalah sikap karyawan. Apabila 
karyawan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan 
organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan 
kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
 
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan sebagai 
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usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tujuan organisasi 
tercapai.  
 
3. Kualitas Sumber Daya Manusia 
a. Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia 
Pengertian kualitas sumber daya manusia menurut Masaaki Imai dalam 
Achmad S. Ruky (2003: 57) adalah “Tingkat pengetahuan, kemampuan, dan 
kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia”. Tingkat yang 
dimaksud akan berbeda dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki 
sumber daya manusia tersebut.  
Berdasarkan pengertian kualitas dan sumber daya manusia, dapat 
diambil kesimpulan bahwa pengertian kualitas sumber daya manusia adalah 
suatu kondisi dinamis yang sesuai dengan aspek kualitatif sumber daya 
manusia yaitu menyangkut kemampuan fisik (kesehatan jasmani) maupun non 
fisik (kemampuan).  
 
b. Langkah-Langkah Menyusun Rencana Peningkatan Kualitas Sumber 
Daya Manusia 
Perencanaan stratejik sumber daya manusia merupakan perencanaan 
yang mempunyai skala lingkup waktu yang panjang yaitu sepuluh sampai lima 
belas tahun. Perencanaan sumber daya manusia jangka panjang bukan hanya 
memfokuskan perhatian pada aspek kuantitas tetapi juga pada aspek 
kompetensi yang harus dimiliki sesuai kebutuhan organisasi. Untuk mencapai 
kompetensi tersebut diperlukan langkah-langkah rencana peningkatan kualitas 
sumber daya manusia. 
Menurut Achmad S. Ruky (2003: 69) langkah-langkah dalam 
menyusun rencana peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu: 
1) Langkah Pertama: Identifikasi Visi dan Misi Organisasi 
Pemimpin organisasi yang waspada selalu melihat jauh ke depan 
dan sadar bahwa lingkungan akan selalu berubah. Pemimpin 
organisasi harus mempunyai visi tentang gambaran masa depan 
dan yang akan terjadi serta dilakukan oleh organisasi yang 
dipimpinnya.  
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2) Langkah Kedua: Pelajari Strategi Korporat (Corporate Strategic 
Planning) 
Strategi bisnis adalah acuan bagi semua perencanaan fungsional 
yaitu perencanaan dalam tiap bidang pemasaran, keuangan, 
produksi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Strategi 
didefinisikan sebagai sebuah proses yang sistematis dan 
berkesinambungan di mana orang membuat  keputusan-keputusan 
tentang tujuan yang ingin dicapai pada masa depan, bagaimana 
tujuan tersebut harus dicapai, dan bagaimana keberhasilan akan 
diukur dan dievaluasi. Strategi bisnis biasanya dirumuskan atau 
disepakati oleh semua anggota dewan manajemen senior dan 
disosialisasikan kepada semua jajaran manajemen. Pengetahuan 
tentang konsep strategi bisnis, teknik perumusan strategi dan 
pembuatan perencanaan harus dikuasai oleh seorang manajer 
sumber daya manusia yang ingin maju dan berkembang. 
3) Langkah Ketiga: Susun Rencana Stratejik Sumber Daya Manusia 
Dengan menggunakan rencana stratejik atau rencana korporat yang 
juga disebut Rencana Jangka Panjang, mulailah diidentifikasi 
kebutuhan sumber daya manusia dan persyaratan kualitasnya. 
Sumber daya manusia yang dibutuhkan harus mendukung strategi 
stratejik. Hal yang diperlukan adalah menghitung dan memprediksi 
sumber daya manusia yang harus dimiliki organisasi dalam masa 
sepuluh sampai lima belas tahun yang akan datang. Langkah-
langkahnya adalah sebagai berikut: 
a) Kegiatan (operations) yang dianggap inti (core) sehingga akan 
dikerjakan oleh karyawan sendiri dan yang dianggap tidak inti 
akan diserahkan ke pihak ketiga dengan menngunakan sistem 
outsourcing. 
b) Perkiraan Rancangan Organisasi (Organization Design) yang 
digunakan.  
c) Kompetensi Inti (Core Competency) yang akan diperlukan 
organisasi. 
d) Komprtensi Spesifik (Job Competency) yang diperlukan untuk 
tiap jabatan dalam organisasi. 
e) Profil dan Komposisi Tenaga Kerja yang diinginkan untuk 
kegiatan-kegiatan inti. 
 
Penulis menyimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia perlu disusun rencana yang langkah-langkahnya 
meliputi: identifikasi visi dan misi organisasi, mempelajari strategi korporat, 
dan menyusun rencana stratejik sumber daya manusia. 
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c. Pentingnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi suatu 
hal yang sangat crucial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
secara menyeluruh dan merata. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya 
manusia dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan dengan menggunakan 
paradigma nasional antara lain : 
(http://www.apkasi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=105, 21 
November 2008) 
1) Ideologi 
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan 
upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia . Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia. 
2) Politik 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan membuka 
kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat. Hal ini akan sangat 
mempengaruhi terhadap stabilitas politik nasional dan daerah. 
3) Ekonomi 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia memberikan 
kesempatan berusaha bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 
kesempatan berusaha tersebut akan terbuka peluang untuk 
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat maupun negara. 
4) Sosial Budaya 
Globalisasi informasi dan komunikasi akan sangat berpengaruh 
terhadap perkembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. 
Sebagai filter terhadap pengaruh dari luar tersebut peningkatan 
kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan. 
5) Pertahanan keamanan 
Rendahnya kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi 
stabilitas pertahanan dan keamanan. Ancaman dari luar serta 
gangguan keamanan dari dalam perlu segera diatasi dengan 
mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
 
Sumber daya manusia merupakan human capital yang selalu 
berkembang dari waktu ke waktu. Sumber daya manusia juga berpengaruh 
terhadap aspek-aspek kehidupan. Untuk itu sangat penting dalam melakukan 
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar diperoleh sumber daya 
manusiayang maju dan unggul. 
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4. Visi 
a. Pengertian Visi 
Visi adalah hal yang sangat krusial bagi organisasi untuk menjamin 
kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Menurut Dermawan Wibisono 
(2006: 43), “Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita 
atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa 
depan”. Sedangkan Pengertian visi menurut Laurie Beth Jones dalam H.A.R 
Tilaar (1997: 13) yaitu “A vision is the end result of what you will have done. 
It is a picture of how the landscape will look like after you have been through 
it. It is your ideal”. Secara singkat dapat dinyatakan visi adalah pernyataan 
want to be dari sebuah organisasi. 
Visi organisasi memberikan kerangka kerja yang menuntun suatu nilai 
kepercayaan organisasi. Pernyataan visi suatu organisasi memainkan peranan 
penting dalam strategi pengembangan kualitas. Vincent Gaspersz (2002: 9) 
menyatakan : 
Visi adalah suatu gambaran ideal yang ingin dicapai oleh perusahaan 
di masa yang akan datang. 
1) Diciptakan melalui konsessus 
2) Bentuk-bentuk image ideal di masa yang akan datang, yang 
mempengaruhi mental orang-orang untuk berhasrat mencapainya. 
3) Menggambarkan sesuatu yang mungkin, tidak perlu harus dapat 
diperkirakan 
4) Memberikan arah dan fokus 
5) Mempengaruhi orang-orang untuk menuju ke misi 
6) Tidak memiliki batas waktu. 
 
Achmad S. Ruky (2003: 71) menjelaskan pengertian visi dan alur 
pencapaian misi sebagai berikut : 
Visi adalah sebuah gambaran tentang masa depan di mana sebuah 
organisasi akan berada. Visi juga menjelaskan yang akan terjadi atau 
dicapai oleh sebuah organisasi pada masa depan itu dan harus 
menjelaskan mengapa akan menjadi seperti itu organisasi. Visi akan 
menunjukkan arah: ke mana organisasi dan mereka yang menjadi 
anggotanya (rakyatnya) harus menuju. Mereka juga harus menetapkan 
misi yaitu yang harus dilakukan untuk merealisasi visi tersebut. 
Akhirnya mereka juga harus membuat strategi yaitu menetapkan 
tujuan dan sasaran jangka panjang dan menengah yang harus dicapai, 
serta hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapainya.  
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis dapat mendefinisikan 
bahwa visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai berupa kondisi 
yang ideal dan menjadi pedoman dan arah berjalannya suatu organisasi. 
 
b. Kriteria Visi Ideal 
Suatu pernyataan visi yang didefinisikan secara baik dan 
didokumentasikan akan memberikan pemahaman yang stabil tentang arah 
petunjuk bagi organisasi untuk berjalan dari waktu ke waktu melalui sejumlah 
perubahan yang dilakukan agar visi tersebut menjadi sebuah kenyataan. 
Pernyataan visi organisasi merupakan suatu prospek jangka panjang. Visi 
organisasi adalah suatu keadaan sempurna atau ideal yang diinginkan di masa 
yang akan datang, meskipun mungkin belum tentu tercapai tetapi orang-orang 
dalam organisasi tidak akan pernah berhenti untuk mencapai visi tersebut. 
“Suatu visi organisasi yang berhasil harus memberdayakan orang-
orang, dimana pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu kombinasi 
dari motivasi untuk bertindak, wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, dan 
memungkinkan untuk mencapai visi organisasi apabila pekerjaan itu 
dilaksanakan” (Vincent Gaspersz, 2002: 10). 
Dermawan Wibisono (2006: 43) menyatakan, visi yang baik memiliki 
kriteria sebagai berikut: 
1) Menyatakan cita-cita atau keinginan perusahaan di masa depan 
2) Singkat, jelas, fokus, dan merupakan standard of excellence 
3) Realistis dan sesuai dengan kompetensi organisasi 
4) Atraktif dan mampu menginspirasikan komitmen serta antusiasme 
5) Mudah diingat dan dimengerti seluruh karyawan serta 
mengesankan bagi pihak yang berkepentingan 
6) Dapat ditelusuri tingkat pencapainnya  
 
Menurut Vincent Gaspersz (2002: 11), pernyataan visi organisasi harus 
memperhatikan hal-hal berikut: 
1) Singkat, sederhana, dan jelas 
2) Menarik 
3) Mudah diingat 
4) Sesuai dengan nilai-nilai perusahaan 
5) Terkait dengan kebutuhan pelanggan 
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6) Bersifat mendorong (melibatkan) orang-orang untuk 
melaksanakannya 
7) Inspirasional 
8) Menantang (challenging) 
9) Deskripsi dari suatu kondisi ideal 
10) Memberikan arah bisnis di masa yang akan datang 
11) Memberikan criteria pembuatan keputusan yang jelas 
12) Tidak memiliki batas waktu (selalu up-to-date) 
 
Melalui pendapat-pendapat diatas, penulias dapat mengambil 
kesimpulan bahwa pernyataan visi suatu organisasi harus dibuat secara baik 
dan menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai di masa depan. Untuk itu 
dalam membuat pernyataan visi harus didasarkan pada kriteria visi yang ideal 
yaitu:  
1) menyatakan cita-cita organisasi di masa depan 
2) singkat, jelas, dan menarik 
3) mudah diingat dan bersifat mendorong orang utnuk melaksanakannya 
4) menantang dan tidak memiliki batas waktu 
  
c. Kunci Keberhasilan Visi 
Pada dasarnya setiap organisasi dapat merumuskan visi yang manjadi 
kerangka kerja untuk menuntun kepercayaan dan nilai-nilai organisasi. Dari 
visi organisasi kemudian dirumuskan langka-langkah yang konkret untuk 
implementasi dengan mengacu pada visi organisasi. 
Menurut Vincent Gaspersz (2002: 16) Implementasi visi organisasi 
agar berhasil tercapai, paling sedikit membutuhkan empat kunci berikut: 
1) Keterlibatan total dari setiap level organisasi 
Termasuk manajemen senior, semua harus terlibat dalam aktivitas 
perbaikan. 
2) Komunikasi yang efektif 
Agar setiap orang dalam organisasi itu mengetahui dan mengerti 
visi organisasi yang telah dirumuskan. Melalui komunikasi setiap 
orang dapat mengerti spesifikasi dari pelanggannya dan secara 
sadar akan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. 
3) Menghilangkan hambatan yang ada 
Struktur-struktur, kebijaksanaan-kebijaksanaan, dan prosedur-
prosedur harus diimplementasikan untuk mendukung perbaikan 
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kualitas. Semua hal yang menghambat kemajuan menuju perbaikan 
kualitas harus dihilangkan. Perbaikan kualitas harus menjadi 
bagian dari rencana strategis, proses anggaran (budget process), 
dan sistem balas jasa karyawan. Menghilangkan hambatan-
hambatan yang ada merupakan langkah pertama untuk 
memberdayakan karyawan (empowering employees). 
4) Secara terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan agar 
mencapai sasaran penting dari manajemen kualitas. 
 
Agar visi yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka dibutuhkan hal-
hal yang dapat dikatakan sebagai kunci sebagai pendukung keberhasilan 
pencapaian visi. Kunci keberhasilan tersebut terdiri dari empat hal yaitu: 
keterlibatan total dari setiap level organisasi, komunikasi yang efektif, 
menghilangkan hambatan yang ada, terus-menerus melakukan perbaikan dan 
evaluasi. 
 
d. Proses Visi  
Secara terperinci Vincent Gaspersz (2002: 12) menjelaskan proses visi 
untuk memberikan struktur penciptaan visi pada dasarnya terdiri dari delapan 
langkah sebagai berikut: 
1) Langkah 1: Mengumpulkan input 
Visi agar menjadi efektif harus menggambarkan keadaan ideal dari 
organisasi secara keseluruhan. Penciptaan visi dapat dilakukan 
dengan menggunakan suatu kelompok kerja yang representatif 
terdiri dari lima sampai tujuh orang. Untuk mengumpulkan input, 
suatu survey dapat dilakukan oleh kelompok kerja reprsentatif 
untuk menjaring ide-ide dari orang-orang dalam organisasi yang 
tidak bergabung dalam kelompok kerja representatif itu.  
2) Langkah 2: Melakukan Brainstorming 
Brainstorming (curah gagasan) merupakan suatu cara efektif untuk 
menghasilakn banyak ide. Berdasarkan hasil survey yang 
dikumpulkan, kelompok kerja yang bertugas menciptakan visi 
organisasi dapat melakukan analisis, yang selanjutnya dapat 
mengembangkan gambaran ideal yang ingin dicapai oleh 
organisasi itu di masa yang akan datang. Apa yang menjadi kultur 
organisasi juga dapat diperoleh melalui melakukan analisis 
terhadap survey yang dilaksanakan itu. 
3) Langkah 3: Menyeleksi ide-ide yang terkumpul 
Ide-ide yang terkumpul melalui survey biasanya cukup banyak, 
sehingga perlu diseleksi, dapat melalui mengelompokkan ide-ide 
yang sama, agar jumlah ide-ide itu dapat dikelola dan digunakan 
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dalam penciptaan visi organisasi. Ide-ide yang tidak relevan dapat 
dihilangkan oleh kelompok representatif yang bertugas 
menciptakan visi organisasi. Melalui pengelompokan ide-ide, 
kelompok representatif  dapat memilih kata-kata terbaik untuk 
dimasukkan dalam pernytaan visi organisasi. 
4) Langkah 4: mengembangkan draft tentang pernyataan 
Berdasarkan ide-ide yang telah dipilih, kelompok representatif 
yang bertugas menciptakan visi organisasi dapat mengembangkan 
suatu draft tentang pernyataan yang berkaitan dengan elemen-
elemen: kultur, orang-orang, dan produk (barang dan/atau jasa) 
dari organisasi. 
5) Langkah 5: Memperbaiki pernyataan visi organisasi 
Pernyataan-pernyataan yang telah dirumuskan berkaitan dengan 
elemen-elemen kultur, orang-orang, dan produk dari organisasi, 
dapat diperbaiki melalui menulis kembali pernyataan itu agar 
menjadi lebih sempurna, baik menyangkut isi maupun gaya dari 
pernyataan itu. Pernyataan visi organisasi harus tersusun dari kata-
kata yang sangat penting dan benar, karena penyataan itu harus 
memberikan semangat kepada seluruh anggota organisasi untuk 
berusaha mencapai visi dari organisasi itu. 
6) Langkah 6: Menguji kriteria 
Sebelum menyetujui suatu pernyataan sebagai visi perusahaan, 
kelompok kerja representatif yang bertugas menciptakan visi 
organisasi harus menguji visi yang diajukan itu terhadap kriteria-
kriteria yang merupakan karakteristik dari pernyataan visi yang 
baik dan efektif. Seyoggianya suatu pernyataan visi memenuhi 
kriteria-kriteria tersebut agar menjadi lebih efektif dalam 
pelaksanaannya. Apabila pernyataan visi organisasi yang diajukan 
belum dapat memenuhi kriteria-kriteria tersebut, pernyataan visi itu 
harus dimodifikasi.  
7) Langkah 7: Memperoleh persetujuan organisasi melalui 
manajemen puncak 
Setelah kelompok kerja representatif menghasilkan visi organisasi 
yang dianggap telah sempurna, pernyataan itu harus disaetujui oleh 
semua anggota organisasi melalui suatu keputusan yang dibuat 
oleh manajemen puncak dari perusahaan itu. Manajemen puncak 
yang bijaksana, sebelum memutuskan untuk mengambil pernyataan 
yang dirumuskan oleh kelompok kerja representatif sebagai visi 
organisasi akan mengumumkan kepada seluruh anggota organisasi 
tentang langkah-langkah yang telah ditempuh dalam proses 
penciptaan visi serta masih mengundang tanggapan, koreksi, atau 
saran-saran dari seluruh anggota organisasi.  
8) Langkah 8: Mengkomunikasikan dan melakukan upacara 
penetapan visi organisasi 
Pernyataan visi organisasi yang telah disepakati oleh semua 
anggota organisasi melalui keputusan manajemen puncak dari 
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organisasi itu, selanjutnya harus dikomunikasikan kepada seluruh 
anggota organisasi agar dapat diketahui dan dipahami. Langkah ini 
membutuhkan penjelasan. Klarifikasi, dan aplikasi atas visi itu. 
Dengan diterimnya visi organisasi itu, semua rencana strategis dan 
implementasi dari rencana strategis organisasi harus mengacu 
kepada visi organisasi tersebut. Suatu visi organisasi tanpa diikuti 
dengan rencana strategis dan implementasi dari rencana strategis 
organisasi, hanya merupakn slogan dan impian yang tidak akan 
pernah tercapai.  
 
Penyusunan sebuah visi diperlukan beberapa langkah agar diperoleh 
pernyatan visi yang ideal. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan 
bahwa proses penyusunan visi terdiri dari delapan langkah yaitu: 
mengumpulkan input, melakukan brainstorming, menyeleksi ide-ide yang 
terkumpul, mengembangkan draft tentang pernyataan, memperbaiki 
pernyataan visi organisasi, menguji criteria, memperoleh persetujuan 
organisasi melalui manajemen puncak, mengkomunikasikan dan melakukan 
upacara penetapan visi organisasi.  
 
e. Penjabaran Visi 
Visi berupa pernyataan cita-cita organisasi secara global sehingga 
perlu dijabarkan ke dalam sesuatu hal yang menjawab dan menjelaskan visi. 
Sesuatu hal tersebut adalah misi, strategi, tujuan, dan variabel lainnya yang 
mendukung visi. Pernyataan visi digunakan sebagai pijakan awal dalam 
menyusun misi, strategi, maupun variabel yang lainnya. 
1) Misi 
“Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau 
alasan eksistensi organisasi, yang memuat apa yang disediakan oleh 
perusahaan kepada masyarakat baik berupa produk ataupun jasa (Wheelen, 
2004 dalam dermawan Wibisono, 2006: 46)”. Misi menjadi sebuah 
kompas yang membantu menemukan arah dan menunjukkan jalan yang 
tepat bagi organisasi.  
Tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikan kepada 
stakeholder, di dalam maupun luar organisasi tentang alasan pendirian 
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organisasi dan ke arah mana organisasi akan menuju. Rangkaian kalimat 
misi sebaiknya dinyatakan dalam suatu bahasa dan komitmen yang dapat 
dimengerti dan dirasakan relevansinya oleh semua pihak yang terkait. 
Pada dasarnya penyusunan misi merupakan upaya mencari irisan 
antara otoritas organisasi, penyusunan bahasa (linguistic), dan pesan yang 
ingin disampaikan oleh organisasi tersebut. Menurut Dermawan Wibisono 
(2006: 47) Langkah penyusunan misi yang umum dilakukan oleh 
organisasi adalah dengan mengikuti tahap-tahap berikut ini: 
a) Melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan 
beberapa kata yang menggambarkan organisasi. 
b) Penyusunan prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang 
paling penting. 
c) Mengombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat 
atau paragraph yang menggambarkan misi organisasi 
d) Mengedit kata-kata sampai terdengar benar. 
 
Penulis menyimpulkan bahwa misi merupakan realisasi dan 
penjabaran dari pernyataan visi organisasi. Misi biasanya sebagai tindakan 
konkret dari cita-cita organisasi yang tertuang dalam visi. 
 
2) Strategi 
Pengertian strategi menurut Dermawan Wibisono (2006: 50) yaitu, 
“Strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan 
utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam sebuah 
pernyataan yang saling mengikat”. Strategi berkaitan dengan prinsip-
prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan oleh 
organisasi serta bagaimana organisasi memilih jalur yang spesifik untuk 
mencapai misi. 
Empat elemen kunci yang sebaiknya terkandung dalam pernyataan 
strategi yaitu: 
a) Berkesinambungan 
Keputusan-keputusan dalam organisasi dapat dipelihara sehingga 
keberlangsungan organisasi tetap terjaga.  
b) Mengembangkan proses untuk menyampaikan strategi 
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Upaya mengembangkan organisasi atau memberikan kesempatan pada 
organisasi untuk berkembang demi mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
c) Menawarkan keunggulan kompetitif 
Menawarkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. 
d) Mengekploitasi keterkaitan antara organisasi dan lingkungannya  
Strategi harus mengekploitasi berbagai keterkaitan yang ada antara 
organisasi dengan lingkungannya. 
Strategi merupakan suatu rencana dalam merealisasikan misi 
sebagai konsekuensi dari visi organisasi. strategi berupa cara-cara tindakan 
yang akan dilakukan untuk mendukung misi organisasi. strategi harus 
memuat beberapa hal yaitu: berkesinambungan, mengembangkan proses 
untuk menyampaikan strategi, menawarkan keunggulan kompetitif, dan 
mengeksploitasi keterkaitan antara organisasi dan lingkungannya. 
 
3) Tujuan 
Vincent Gaspersz (2002: 10) mengemukakan, “Tujuan 
menunjukkan bagaimana tindakan dan hasil-hasil yang diinginkan 
tercapai. Menunjukkan rencana untuk mencapai hasil-hasil yang 
diinginkan”. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tujuan organisasi 
yaitu: 
a) Berfokus pada isu-isu organisasi yang kritis dan merupakan terobosan-
terobosan dari organisasi. 
b) Menggambarkan aktivitas-aktivitas yang diselesaikan untuk mencapai 
sasaran. 
c) Mengidentifikasi waktu spesifik, kapan hasil-hasil itu akan dicapai. 
d) Dapat diukur, dalam bentuk apakah hasil-hasil itu dapat tercapai atau 
tidak. 
e) Dapat diubah apabila perlu untuk kemajuan menuju sasaran yang telah 
ditetapkan. 
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f. Arti Penting Pencapaian Visi 
Visi adalah prasyarat yang mutlak untuk bisa mencapai sesuatu yang 
diinginkan di masa depan secara maksimum sehingga sangat penting untuk 
mencapai visi yang telah ditetapkan. Arti penting pencapaian visi yaitu 
(http://www.gayahidupdigital.com/2006/06/19/pentingnya-visi/, 21 November 
2008) : 
1) Visi menunjukkan ke arah mana kita harus melangkah 
Visi serupa dengan garis finish pada suatu perlombaan lari. 
Seorang pelari tidak mungkin bisa menjadi pemenang jika letak 
garis finish-nya tidak tahu. Visi menunjukkan ke arah mana kita 
harus melangkah dan mengarahkan hidup kita. Tanpa visi, sangat 
mungkin kita berlari ke arah barat sementara kita seharusnya 
berlari ke arah timur. Atau bisa juga kita hanya berlari berputar-
putar tanpa pernah ada arah yang jelas. Setelah mengetahui visi 
barulah kita bisa benar-benar mulai berlari dan muncul sebagai 
pemenang. 
2) Visi memberikan standar untuk mengukur produktivitas kita 
Cara mengetahui produktivitas bisa dilihat dari bagaimana cara 
kemajuan seorang pelari diukur. Kemajuan seorang pelari pasti 
diukur dari seberapa jauh dia dari garis finish. Semakin dekat 
dengan garis finish berarti ia semakin maju, dan demikian pula 
sebaliknya. Sama halnya dengan produktivitas hanya bisa diukur 
dari seberapa jauh dari garis finish, dan dalam kehidupan garis 
finish itu adalah visi. Tindakan yang lebih produktif adalah 
tindakan yang membawa lebih dekat ke arah visi. Pencapaian 
produktivitas maksimum tercapai jika terdapat suatu tindakan 
menuju visi dengan kecepatan yang maksimum. 
 
5. Badan Kepegawaian Daerah 
a. Pengertian Badan Kepegawaian Daerah  
Badan di Pemerintah Kota Surakarta terdiri dari: 
1) Badan Perencanaan Pembangunan (Bapeda)  
2) Badan Pengawas Daerah (Bawasda) 
3) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 
Setiap badan mempunyai tugas dan peranan masing-masing yang goal 
akhirnya adalah pelaksanaan pemerintahan yang dinamis dan 
berkesinambungann. “Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah sebuah unit 
kerja dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang mempunyai tugas 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian”  
(Http://kotasolo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Ite
mid=28, 17 Juli 2008).   
 
b. Visi dan Misi  
Setiap organisasi memiliki visi dan misi untuk mecapai keberhasilan 
jangka panjang. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta 
yaitu: 
1) Visi 
Terwujudnya aparatur Pemerintah Kota Surakarta yang profesional dan 
kredibel dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat 
2) Misi 
a) Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman   
b) Meningkatkan mutu manajemen Pegawai Negri Sipil daerah   
c) Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil daerah 
 
c. Susunan Organisasi  
Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2001 
Tentang Pedoman Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta, 
susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta adalah sebagai 
berikut: 
1) Kepala Badan 
2) Sekretariat, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Umum 
b) Sub Bagian Kepegawaian 
c) Sub Bagian Keuangan 
3) Bidang Bina Program, terdiri dari: 
a) Sub Bidang Perencanaan 
b) Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan 
4) Bidang Pembinaan Pegawai, terdiri dari: 
a) Sub Bidang Pembinaan Disiplin 
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b) Sub Bidang Kesejahteraan 
5) Bidang Pengembangan Karier, terdiri dari: 
a) Sub Bidang Mutasi Fungsional 
b) Sub Bidang Mutasi Struktural 
c) Sub Bidang Promosi 
6) Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari: 
a) Sub Bidang Manajemen Pemerintahan 
b) Sub Bidang Teknis Fungsional 
7) Kelompok Jabatan Fungsional 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan merupakan hasil penelitian orang lain yang 
relevan dijadikan titik tolak penelitian kita dalam mencoba melakukan 
pengulangan, revisi, modifikasi, dan sebagainya. Penelitian yang relevan dan 
selaras dengan judul penelitian yang diambil, yaitu “Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Manusia dalam Upaya Pencapaian Visi Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Surakarta” adalah sebagai berikut: 
1. BAPESITELDA (Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika 
Daerah) Pemerintah Propinsi Jawa Barat. 2006. Kinerja dalam Rangka 
Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Manusia Jawa Barat. 
Hasil penelitian: Untuk bidang pendidikan, capaian kinerjanya diawali dari 
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Jawa Barat, sebagai indikator 
kemampuan pendidikan SLTP dalam menyerap penduduk usia 13-15 tahun, 
dimana pada tahun 2006 telah mencapai 77,34 %, atau mengalami 
peningkatan sebesar 0,15 % apabila dibandingkan dengan tahun 2005 
sebelumnya yang baru mencapai 77,19 %. Angka Partisipasi Murni (APM) 
SMP/MTs pada tahun 2006 mencapai 61,97 %,atau mengalami kenaikan 
sebesar 0,23 % apabila dibandingkan dengan tahun 2005 yang baru 61,74 %. 
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/MTs pada tahun 2006 mencapai 79,38 
%, atau mengalami kenaikan sebesar 1,22 % apabila dibandingkan tahun 2005 
yang baru mencapai 78,16 %.  
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2. Noviyani. 2008. Analisis Pelaksanaan Perencanaan Sumber Daya Manusia di 
PT Dan Liris Grogol Sukoharjo Tahun 2008.  
Hasil penelitiannya: Pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia (SDM) 
bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, melengkapi informasi mengenai 
SDM serta meningkatkan efisiensi. Adapun langkah-langkah pelaksanaan 
perencanaan SDM meliputi analisis jabatan, perekrutan tenaga kerja, seleksi, 
orientasi jabatan, penempatan.  
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan SDM adalah waktu 
dan dana yang terbatas, SDM yang kurang berkompeten, peraturan pemerintah 
yang berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, kondisi perekonomian yang 
kurang stabil.   
Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan 
perencanaan SDM adalah penyusunan jadwal perencanaan SDM, sosialisasi 
pentingnya perencanaan SDM oleh semua karyawan atau semua pihak yang 
terkait dalam proses perencanaan SDM, komunikasi yang baik diantara pihak 
yang terkait dalam proses perencanaan SDM, penggunaan teknik atau metode 
perencanaan SDM yang tepat dan fleksibel.  
Berdasarkan kajian teoretis dan hasil-hasil penelitian yang relevan di atas, 
maka tahap berikutnya peneliti menyusun kerangka berpikir yang mengarahkan 
perumusan masalah. Dengan adanya ulasan mengenai hasil penelitian yang 
relevan tersebut, perumusan masalah dalam kerangka pemikiran penelitian ini 
memiliki dasar yang kuat.  
 
C. Kerangka Pemikiran 
Kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang sesuai dengan tema 
dan masalah penelitian, serta didasarkan pada kajian teoritis. Berdasarkan judul 
penelitian ini yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Upaya 
Pencapaian Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta, maka kerangka 
pemikiran penelitian ini  adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
Keterangan: 
Faktor sentral yang dimiliki sebuah organisasi yaitu sumber daya 
manusia. Organisasi akan lebih maju bila memiliki sumber daya manusia yang 
berkualitas. Berdasarkan studi pendahuluan, kualitas sumber daya manusia pada 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta relatif rendah. Untuk itu perlu 
dilakukan usaha-usaha dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia 
secara terus-menerus.  
Menurut Achmad S. Ruky (2003:69), “Langkah-langkah dalam 
menyusun rencana peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu: (1) Langkah 
pertama: Identifikasi Visi dan Misi Organisasi, (2) Langkah kedua: Pelajari 
strategi korporat (corporate strategic Planning), (3) Langkah ketiga: susun 
rencana stratejik sumber daya manusia. 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta diharapkan mampu merealisasikan 
upaya pencapaian visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta yang telah 
Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Surakarta 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya 
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 
Pencapaian Visi  
Badan Kepegawaian Daerah  
Kota Surakarta 
Faktor sentral:  
Sumber Daya Manusia 
(Kualitas SDM relatif rendah) 
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ditetapkan yakni “Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kota Surakarta yang 
professional dan kredibel dalam melaksanakan pelayanan prima kepada 
masyarakat”. 
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BAB III 
METODOLOGI 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini mengambil tempat atau obyek penelitian di Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. Alasan dalam pemilihan tempat tersebut 
karena Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta merupakan unit kerja di 
lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, dengan kata lain mengurusi hal-hal 
mengenai aspek humanis. Selain itu, penulis ingin mengetahui peningkatan 
kualitas sumber daya manusia yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Surakarta dalam upaya pencapaian visinya. 
 
2. Waktu Penelitian 
Penulis merencanakan pelaksanaan penelitian dari Bulan Juni 2008 
sampai dengan Bulan Maret 2009. Waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai 
penyusunan laporan penelitian, dengan jadwal sebagai berikut: 
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dalam Penelitian. 
Jenis Kegiatan Juni Agust Des Jan Feb Maret 
Minggu Ke I II III I II II III IV I I II III IV 
1.Persiapan Penelitian                           
   a.Penyusunan Judul                           
   b.Penyusunan Proposal                           
   c.Perijinan                           
2.Pelaksanaan Penelitian                           
   a.Pengumpulan Data                           
   b.Analisis Data                           
3.Penyusunan Laporan                            
 
 
B. Bentuk dan Strategi Penelitian 
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif yang 
dilakukan pada suatu obyek dan mengkondisikannya seperti apa adanya. 
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“Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 
secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya 
sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 
peristilahannya” (Kirk dan Miller, 1986: 9 dalam Lexy J. Moleong, 2000: 3). 
Strategi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 
strategi tunggal terpancang. Menurut HB Sutopo (2002: 112) “Suatu penelitian 
disebut sebagai studi tunggal terpancang bilamana penelitian tersebut hanya 
dilakukan pada satu sasaran”. Sasaran dalam penelitian ini terfokus pada 
peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya pencapaian visi Kota 
Surakarta pada pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Daerah Kota Suarakarta.  
 
C. Sumber Data 
Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) sebagaimana yang dikutip 
Lexy J. Moleong (2000: 112), “ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 
ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 
dan lain-lain”. Artinya, sumber data dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, 
sumber data tertulis, foto dan statistik. 
Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
a. Informan 
Menurut Lexy J. Moleong (2001: 90), “Informan adalah orang yang 
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 
penelitian”. Informan harus mempunyai banyak pengalaman tetntang latar 
penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti yaitu agar dalam waktu yang 
relatif singkat banyak informasi yang terjangkau, jadi sebagai internal 
sampling, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, 
atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya 
(Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong, 2001: 90). Informan dalam 
penelitian ini yaitu Kepala Bidang beserta staf. 
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b. Tempat dan Peristiwa 
Tempat dan peristiwa yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian 
ini adalah peristiwa yang terjadi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Surakarta. 
c. Dokumen dan Arsip 
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang 
berhubungan dengan obyek penelitian, dapat berupa laporan-laporan atau 
catatan-catatan, studi kepustakaan atau instansi terkait.  
 
D. Teknik Sampling (Cuplikan) 
Teknik sampling digunakan untuk menyeleksi dan memfokuskan 
permasalahan agar pemilihan sample lebih mengarah pada tujuan penelitian. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling atau sampel bertujuan. Sampel yang diambil ditekankan pada kualitas 
pemahamannya kepada masalah yang akan diteliti. Peneliti tidak menentukan 
sejumlah sampel, tetapi menentukan jumlah informan untuk diwawancarai guna 
memperoleh informasi tentang permasalahan yang diteliti. Informan yang akan 
diwawancarai yaitu Kepala Bidang beserta staf.  
Penentuan informan menggunakan teknik Snow-ball sampling. Menurut 
Yin dalam H.B. Sutopo (2002: 37) “Snowball sampling merupakan penggunaan 
sampling tanpa persiapan tetapi mengambil orang pertama yang dijumpai, dan 
selanjutnya dengan mengikuti petunjuknya untuk mendapatkan sampling 
berikutnya sehingga mendapatkan data lengkap dan mendalam, ibaratnya bola 
salju yang menggelinding, semakin besar”. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka 
teknik pengumpulan data yang digunakan: 
1. Wawancara 
“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
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pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2001: 135)”. Dalam penelitian ini 
menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interviewing). 
Wawancara dilakukan kepada Kepala Badan dan Kepala Bidang beserta staff. 
2.  Observasi 
Dalam teknik ini peneliti mengumpulkan informasi mengenai peningkatan 
kualitas sumber daya manusia dalam upaya pencapaian visi Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Surakarta melalui data yang diberikan oleh Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. 
3. Dokumentasi 
Dalam teknik ini peneliti mengumpulkan data dengan menganalisis dokumen 
dan arsip, serta benda-benda lainnya yang terdapat pada obyek penelitian, 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang peningkatan kualitas 
sumber daya manusia dalam upaya pencapaian visi Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Surakarta. 
 
F. Validitas Data   
Data yang diperoleh dari penelitian harus diusahakan kebenarannya. 
Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan metode trianggulasi. Menurut 
Lexy J. Moleong (2001: 178), “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.  
Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi data (trianggulasi 
sumber). Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia 
wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama 
atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data 
yang berbeda.  Fokus dari trianggulasi data yaitu pada perbedaan sumber data 
bukan pada teknik pengumpulan datanya.  Penggalian data dari berbagai sumber 
yang berbeda ini kelak menghasilkan data sejenis yang teruji kemantapan dan 
kebenarannya.  
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Arahan tersebut oleh peneliti menjadi acuan bahwa informasi yang 
diperoleh baik dari hasil wawancara dengan pihak yang berwenang, observasi, 
atau dokumen di Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta terkait Sumber 
Daya Manusia. Selanjutnya diolah dan diuji sehingga dapat menentukan ada 
tidaknya kesesuian antara satu jenis informasi yang berasal dari berbagai sumber 
data. 
 
G. Analisis Data 
Analisis data menurut Patton dalam Lexy J. Moleong (2001: 103) adalah 
“Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 
kategori, dan satuan uraian dasar”. Sedangkan pengertian analisis data menurut 
Lexy J. Moleong (2001: 103) yaitu “Proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. 
Jadi analisis data merupakan urutan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 
dan mengategorikan data yang diperoleh dari obyek penelitian. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model 
teknik analisis interaktif yang dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Analisis Model Interaksi menurut Milles dan Huberman 
(H.B Sutopo, 2002: 96) 
Pengumpulan Data 
(1) 
Sajian Data 
(3) 
Reduksi Data 
(2) 
Penarikan Kesimpulan / 
Verifikasi 
(4) 
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H. Prosedur Penelitian 
Prosedur Penelitian merupakan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam 
penelitian dari awal sampai akhir. Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa 
tahap kegiatan yaitu: 
1. Menyusun proposal 
Rencana penelitian ini berisi semua yang akan dilakukan dalam penelitian 
yang meliputi pendahuluan, kajian teori dan metodologi penelitian. 
2. Ijin Penelitian 
Ijin penelitian dilakukan apabila proposal telah disetujui oleh dosen 
pembimbing dan ketua program Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi. 
3. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan 
penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
4. Analisis Data 
Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data untuk 
menghindari data yang tercecer.  
5. Penyusunan Laporan Penelitian 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian. Semua data 
yang telah diolah dan dianalisis dilaporkan dalam bentuk skripsi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Surakarta 
a. Sejarah Kelahiran Kota dan Pemerintahan Surakarta 
Kota Surakarta yang juga dikenal dengan Kota Solo ini memiliki 
sejarah berbeda dengan kota lainnya. Sejarah kelahiran Kota ini dimulai pada 
masa pemerintahan Raja Paku Buwono II di Kraton Kartosuro. Saat itu terjadi  
pemberontakan Mas Gerandi (Sunan Kuning) dibantu kerabat-kerabat Keraton 
yang tidak setuju dengan sikap Paku Buwono II bekerjasama dengan Belanda. 
Salah satu pendukung pemberontakan ini adalah Pangeran Sambernyowo (RM 
Said) yang merasa kecewa karena daerah Sukowati ysng dulu diberikan oleh 
Keraton Kartosuro kepada ayahandanya dipangkas. Paku Buwono II 
mengungsi ke daerah Jawa Timur (Pacitan Ponorogo) karena terdesak. 
Melalui bantuan pasukan Kumpeni dibawah pimpinan Mayor Baron 
Van Hohendrof serta Adipati Bagus Suroto, pemberontakan berhasil 
dipadamkan. Setelah mengetahui bahwa Keraton Kartosuro dihancurkan, paku 
Buwono II memerintahkan Tumenggung Tirtowiguno, Tumenggung 
Honggowongso, dan Pangeran Wijil untuk mencari lokasi ibukota Kerajaan 
yang baru. 
Pada tahun 1745, dengan berbagai pertimbangan fisik danm 
supranatural, Paku Buwono II memilih desa Sala sebuah desa di tepi sungai 
Bengawan Solo sebagai daerah yang dirasanya strategis untuk membangun 
istana baru. Sejak saat itulah, desa Sala segera berubah menjadi Surakarta 
Hadiningrat. Melalui perjalanan sejarah diketahui pula bahwa perkembangan 
dan dinamika  Surakarta dahulu kala dipengaruhi oleh Pusat Pemerintahan dan 
Budaya Keraton (Kasunanan dan Mangkunegaran) dan kolonialisme Belanda 
(Benteng Verstenberg).  
Tanggal 16 Juni merupakan hari jadi Pemerintah Kota Surakarta. 
Tanggal 16 Juni secara de facto adalah masa terbentuknya Pemerintah Daerah 
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Kota Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran. 
Secara yuridis, Kota Surakarta terbentuk berdasarkan Ketetapan 
Pemerintah Tahun 1946 Nomor 16/SD yang diumumkan pada tanggal 15 Juli. 
Selanjutnya tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Kota 
Surakarta dengan berbagai pertimbangan terutama karena faktor historis.      
Perkembangan Pemerintah Kota Surakarta telah melalui beberapa 
periode, yaitu: 
1) Periode Pemerintahan Daerah Kota Surakarta 16 Juni 1946 sampai 
berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947. 
2) Periode Pemerintahan Haminte Surakarta. Berlakunya Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1947 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1948.  
3) Periode Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Berlakunya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1948 sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1957.  
4) Periode Pemerintah Daerah Kotapraja Surakarta. Berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1957 sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 1965. 
5) Periode Pemerintah Kotamadya Surakarta. Berlakunya Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974 sampai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999. 
6) Periode Pemerintah Kota Surakarta. Berlakunya UndangUndang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004, 
sampai sekarang. 
 
b. Visi dan Misi Kota Surakarta 
Visi dan Misi Kota Surakarta disusun dalam rangka memberikan arah 
penyelenggaraan pembangunan Kota Surakarta bagi seluruh stakeholder yang 
terdiri dari masyarakat, legislatif dan eksekutif. Visi dan Misi Kota Surakarta 
adalah sebagai berikut: 
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1) Visi  
Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi 
perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olahraga. 
Adapun yang dimaksud dengan Sala sebagai Kota Budaya, yaitu kota yang 
pengembangannya berwawasan budaya dalam arti luas, yang seluruh 
komponen masyarakatnya dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi 
nilai-nilai luhur, berkepribadian demokratis-rational, berkeadilan sosial, 
menjamin hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum dalam 
tatanan masyarakat yang Berke Tuhanan Yang Maha Esa.  
2) Misi  
Untuk mewujudkan Visi Kota Surakarta, ditetapkan Misi sebagai berikut:  
a) Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat 
dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan 
bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada 
nilai-nilai “Sala Kota Budaya”. 
b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki 
kemampuan dalam pengusahaan dan pendayagunaan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan 
intregitas masyarakat madani yang berlandaskan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
c) Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu 
tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing 
tinggi, serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan 
yang akrab lingkungan. 
d) Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi 
Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya 
para penyelenggara pemerintahan. 
 
2. BKD Sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta (BKD) merupakan salah satu 
perangkat daerah Pemerintah Kota Surakarta yang ikut berperan dalam 
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penyelenggaraan Pemerintah Daerah. BKD sebagai perangkat daerah Pemerintah 
Kota Surakarta memiliki Visi dan Misi yang sinergis dengan Visi Kota Surakarta.       
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BKD Kota Surakarta periode tahun 2007 
sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut: 
a. Visi 
Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kota Surakarta yang professional dan 
kredibel dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat.  
b. Misi, Tujuan dan Sasaran 
1) Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman, 
dengan tujuan: 
a) mewujudkan jaringan kerja antar unit kerja dan manajemen sumber 
daya manusia (SDM) 
dengan sasaran: meningkatkan kerja sama antar unit kerja 
mempercepat pelayanan kepegawaian. 
b) mewujudkan kesadaran disiplin PNSD 
dengan sasaran: 
(1) pemahaman peraturan kepegawaian pada unsur pimpinan unit 
kerja. 
(2) pemahaman disiplin kepegawaian bagi seluruh PNSD dan Pegawai 
Harian. 
c) mewujudkan suasana kerja yang kondusif 
dengan sasaran: meningkatkan semangat kerja PNSD terhadap tugas.  
2) Meningkatkan mutu manajemen PNSD 
dengan tujuan: 
a) mewujudkan sistem pendidikan PNSD 
dengan sasaran: meningkatkan motivasi belajar PNSD. 
b) terwujudnya perencanaan SDM yang tepat 
dengan sasaran: 
(1) terwujudnya sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG). 
(2) pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian 
(SIMPEG). 
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(3) tersedianya data formasi. 
3) Meningkatkan kesejahteraan PNSD 
dengan tujuan: 
a) terwujudnya peningkatan kesejahteraan PNSD 
dengan sasaran: 
(1) meningkatkan derajat kesehatan PNSD 
(2) meningkatkan kesejahteraan bagi PNSD yang BUP (Batas Usia 
Pensiun) dan meninggal dunia. 
 
3. Kedudukan dan Tupoksi BKD 
a. Kedudukan  
Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta sebagai unsur penunjang 
pemerintah di bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam 
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 
b. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 
Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kepegawaian Daerah 
secara garis besar adalah sebagai berikut: 
1) Tugas Pokok 
memahami betapa penting dan strategisnya pegawai dalam mewujudkan 
visi Pemerintah Kota, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 6 Tahun 2001 jo Peraturan Daerah Kota Surakarta  Nomor 4 Tahun 
2004, telah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta (BKD) 
yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang 
kepegawaiaan 
2) Fungsi 
Adapun fungsi BKD Kota Surakarta adalah: 
a) penyelenggaraan Sekretariat Badan 
b) penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
c) pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai 
d) pengelola administrasi pegawai 
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e) penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai 
f) penyelenggaraan pengelolaan 
g) pembinaan jabatan fungsional. 
Tupoksi BKD tersebut diperinci lagi sesuai dengan bidang dan sub 
bidang yang terdapat pada BKD. Tupoksi bidang dan sub bidang dalam BKD 
tersebut sebagai berikut: 
1) Kepala Badan 
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
kepegawaian. 
2) Sekretariat 
mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum,kepegawaian dan 
keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Badan.  
a) Kepala Sub Bagian Umum 
mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, 
penggandaan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang 
investaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta 
kelengkapannya, hubungan masyarakat dan Sistim Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum. 
b) Kepala Sub Bagian Kepegawaian 
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi 
kepegawaian. 
c) Kepala Sub Bagian Keuangan 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. 
3) Kepala Bidang Bina Program 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan dan 
program kerja tahunan Badan, monitoring dan pengendalian serta evaluasi 
dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Badan. 
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a) Kepala Sub Bidang Perencanaan 
mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data 
sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja 
tahunan Badan. 
b) Kepala Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Peloporan 
mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa 
dan evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana 
strategis dan program kerja tahunan Badan. 
4) Kepala Bidang Pembinaan Pegawai 
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, mensosialisasikan kedudukan 
hukum pegawai dan mengusahakan peningkatan kesejahteraan pegawai 
sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala Badan. 
a) Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin 
mempunyai tugas menegakkan disiplin pegawai dengan mengadakan 
pembinaan pegawai, menangani kasus pelanggaran disiplin pegawai 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. 
b) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan 
mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, kebutuhan 
material dan spiritual pegawai. 
5) Kepala Bidang Pengembangan Karier 
mempunyai tugas mengembangkan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah 
dengan melaksanakan pengelolaan administrasi mutasi atau perubahan 
kepegawaian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Badan. 
a) Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional 
mempunyai tugas mengembangkan karier Pegawai Negeri Sipil 
Daerah dengan melaksanakan pengelolaan administrasi mutasi Pejabat 
Fungsional. 
 
 
 
57 
 
b) Kepala Sub Bidang Mutasi Struktural 
mempunyai tugas mengembangkan karier Pegawai Negeri Sipil 
Daerah dengan melaksanakan pengelolaan administrasi mutasi Pejabat 
Struktural dan Fungsional Umum (Staff). 
c) Kepala Sub Bidang Promosi 
mempunyai tugas mengembangkan karier Pegawai Negeri Sipil 
Daerah dengan melaksanakan pengelolaan administrasi promosi 
Pegawai Negeri Sipil Daerah 
6) Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan 
pelatihan di bidang manajemen pemerintahan dan teknis fungsional sesuai 
dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. 
a) Kepala Sub Bidang Manajemen Pemerintahan 
mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program 
pendidikan dan pelatihan bidang manajemen pemerintahan dan atau 
kepimpinan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. 
b) Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional 
mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program 
pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Pegawai Negeri 
Sipil Daerah. 
7) Kelompok Jabatan Fungsional 
mempunyai tugas mengikuti pedoman uraian tugas sesuai ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku.       
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4. Struktur Organisasi BKD 
Struktur organisasi BKD diatur melalui Peraturan Derah Kota Surakarta 
No.6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kota Surakarta. Berikut ini adalah struktur organisasi BKD Kota Surakarta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Lokasi BKD 
Kantor BKD Kota Surakarta terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 2 
Surakarta, dalam lingkungan kompleks Balaikota Surakarta dan berada satu 
gedung dengan Badan Perencanaan Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 
dan Kantor Lingkungan Hidup. Kantor BKD berada di lantai dua dan ruangannya 
terbagi-bagi menjadi Kantor Kepala BKD, Sekretariat, Bidang Pengembangan 
Karier, Bidang Pembinaan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Latihan, Bidang Bina 
Program. Selain itu juga terdapat ruang perpustakaan, ruang file pegawai, dan 
ruang rapat. 
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Kompleks Balaikota tersebut juga ditempati oleh beberapa kantor 
perangkat daerah Kota Surakarta yang lain, seperti Dinas Komunikasi dan 
Informasi, Dinas Kesehatan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, maupun 
Kesbanglinmas. Kompleks perkantoran tersebut dapat dikatakan cukup strategis 
karena Balaikota merupakan pusat kegiatan Walikota beserta wakil dan stafnya, 
dengan kata lain merupakan pusat kegiatan pemerintahan di Kota Surakarta, 
sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKD.  
 
6. Sumber Daya Manusia BKD 
Kekuatan sumber daya manusia BKD Kota Surakarta sebanyak 59 orang 
pegawai yang terdiri 28 orang pegawai laki-laki dan 31 orang pegawai 
perempuan. Sejumlah pegawai tersebut tersebar pada bidang-bidang di BKD 
sesuai dengan golongan dan tingkat pendidikan. Daftar rekapitulasi jumlah 
pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin bulan November 
2008 terlampir. 
Pegawai-pegawai pada BKD bekerja sesuai tupoksi masing-masing 
sehingga tidak terdapat saling lempar tugas dan tanggung jawab dalam 
melaksanakan aktivitas kerja. Meskipun terpecah pada bidang-bidang yang 
berbeda, para pegawai yang bekerja secara tim tersebut mampu bekerja sama 
antar bidang yang satu dengan bidang yang lain karena antar bidang mempunyai 
keterkaitan alur kerja. Kekompakan kerja SDM dan keutuhan antar bidang sebagai 
modal pendukung tercapainya Visi BKD yang telah ditetapkan.  
 
B.  Deskripsi Permasalahan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan, berikut 
akan disajikan data-data yang diperoleh mengenai usaha BKD untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya pencapaian visi BKD 
yang meliputi:   
1. Arti Penting Peningkatan Kualitas SDM dan Pencapaian Visi  bagi BKD 
Kunci keberhasilan suatu organisasi terletak pada SDM nya. SDM 
pada bidang pemerintahan daerah disebut dengan Pegawai Negeri Sipil 
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Daerah (PNSD). Menurut UU Nomor 43 Tahun 1999, yang dimaksud dengan 
Pegawai Negeri Sipil (PNSD) adalah pegawai negeri sipil daerah Provinsi atau 
Kabupaten atau Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar 
instansi induknya. 
PNS di lingkup Balaikota Kota Surakarta terkesan oleh masyarakat 
Kota Surakarta kurang memiliki loyalitas pada pekerjaannya. Image PNS di 
mata masyarakat dinilai sebagai pegawai pemerintah yang hidupnya dijamin 
oleh pemerintah dan boleh bekerja secara santai. Masyarakat berpikir seperti 
itu karena terdapat PNS yang diketahui mangkir pada tempat-tempat 
perbelanjaan atau tempat keramaian umum pada saat jam kerja ataupun 
melakukan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik dalam skala 
kecil maupun besar, meskipun hanya beberapa PNS yang melakukan tindakan 
tersebut tetapi hal itu dapat mencemari citra PNS secara keseluruhan. 
PNS sebenarnya merupakan aparat pemerintah yang bertugas melayani 
kepentingan-kepentingan masyarakat di daerah tempat PNS bekerja sehingga 
wajar bila masyarakat ikut serta memberikan penilaian terhadap kinerja PNS. 
Masyarakat ingin visi Kota Surakarta yaitu “Terwujudnya Kota Sala sebagai 
Kota Budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, 
pariwisata dan olahraga” dapat tercapai melalui tangan PNS Kota Surakarta 
yang tentu saja dengan dukungan penuh dari masyarakat. 
Salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi Kota 
Surakarta tersebut yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD). PNS yang ada 
dalam BKD menjadi pengelola PNS Kota Surakarta dan sekaligus menjadi 
contoh yang baik dalam hal kinerja bagi PNS yang lain. Visi BKD yaitu 
“Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kota Surakarta yang professional dan 
kredibel dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat”. Dengan 
adanya visi tersebut maka PNS BKD selalu melakukan upaya peningkatan 
kualitas SDM PNS.   
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Indikator yang dapat menyatakan bahwa seorang PNS dikatakan 
berkualitas bagi BKD menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang 
Pembinaan Pegawai yaitu: 
a. dapat menyelesaikan tupoksi dengan baik dan benar. 
b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan komunikasi aktif ke atasan, ke 
bawahan dan ke samping sesama pejabat. 
c. dapat menjaga kondisi SKPD yang kondusif dan tidak adanya 
pertentangan antar PNS semua dapat diselesaikan dengan berstruktur dan 
penjenjangan. 
d. dapat memberikan pelayanan kepada PNS lingkungan Pemkot Surakarta 
secara prima sesuai dengan kebutuhan mereka khususnya di bidang 
Personalia, kepangkatan dan jabatan. 
e. dapat menjadi pegawai yang baik yaitu mentaati peraturan yang berlaku 
tentang larangan dan kewajibannya 
f. mentaati jam kerja. 
g. menyelesaikan tugas tepat waktu 
h. bisa sebagai panutan bawahan bila memiliki jabatan Pimpinan 
i. melaksanakan DP3 
j. tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 
Untuk dapat memiliki PNS BKD yang berkualitas perlu diadakan 
usaha peningkatan kualitas SDM PNS pada BKD. Arti penting peningkatan 
kualitas SDM bagi BKD menurut Kepala Sub Bagian Kepegawaian, yaitu 
sebagai berikut: 
a. era globalisasi menuntut adanya SDM yang mampu mengembangkan diri. 
b. SDM sebagai faktor utama kelangsungan BKD. 
c. SDM PNS sebagai motorik atau yang menjalankan semua program-
program yang ada di BKD 
d. kualitas SDM PNS mampu mewujudkan visi BKD  
Adanya kualitas SDM yang memadai dapat mendukung pelaksanaan 
visi sehingga diperoleh kinerja yang optimal dan dengan kinerja yang baik 
tersebut maka visi dapat tercapai. 
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Pencapaian visi perlu dilakukan karena betapa pentingnya visi 
terhadap kesuksesan suatu cita-cita. Menurut Kepala Bagian Bina Program, 
arti penting pencapaian visi BKD yaitu: 
a. sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan. 
b. sebagai koridor pelaksanaan kerja di BKD. 
c. langkah penting untuk membuat jalannya organisasi tetap fokus dan 
terkendali sehingga dapat mencapai kesuksesan. 
d. organisasi pemerintahan hanya dapat mewujudkan visinya apabila 
didukung oleh PNS yang kredibel dan professional. 
Arti penting dari pencapaian visi tersebut digunakan sebagai dasar 
BKD dalam melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM PNS BKD 
Kota Surakarta.   
 
2. Usaha BKD untuk Meningkatkan Kualitas SDM dalam Upaya 
Pencapaian Visi BKD 
Menurut Kepala Bagian Bina Program, usaha yang ditempuh BKD 
untuk Meningkatkan Kualitas SDM dalam Upaya Pencapaian Visi BKD 
adalah dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan 
BKD kemudian mengatasi kelemahan dan hambatan yang ada pada BKD 
dengan menyusun program-program kerja yang tercantum dalam Rencana 
Strategis (Renstra) yaitu: 
a. pembinaan dan pengembangan aparatur 
b. peningkatan disiplin aparatur 
c. pengadaan pendidikan kedinasan 
d. peningkatan kapasitas SDM 
Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Treath) terhadap 
Visi dan Misi BKD untuk dapat mengetahui Kekuatan, Kelemahan, Peluang 
dan Hambatan yang ada pada BKD, yaitu  sebagai berikut: 
a. Analisis Strenght atau Kekuatan 
1) Tuntutan masyarakat atau pegawai untuk memperoleh Pelayanan 
Prima. 
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Setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang 
membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Adalah manusiawi jika 
manusia memiliki keinginan untuk dihargai oleh sesamanya dan dasar 
inilah yang menjkadi fokus dalam peningkatan kinerja PNS untuk 
memberikan apresiasi terhadap masyarakat atau pegawai yaitu dengan 
memberikan pelayanan prima. Tuntunan pelayanan prima akan menjdi 
energi BKD dalam mewujudkan PNS yang profesional. 
2) Tersedianya Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian. 
Hanya orang-orang berprestasi yang bisa memberikan hasil kerja 
optimal dan prestasi bisa dibangun manakala PNS yang bersangkutan 
didukung dengan iklim kepegawaian yang kondusif dan adil. Untuk 
itu, guna menciptakan iklim kepegawaian yang kondusif dan adil serta 
menjaga persaingan karier yang sehat, peraturan kepegawaian yang 
lengkap menjadi solusinya dan untk keperluan itu, pemerintah telah 
menyediakannya.  
3) Tersedianya PNS yang Siap Bina.  
PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur Negara yang 
mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintah. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut 
adalah PNS yang mempunyai kompetensi, profesional, dan mental 
yang baik. Oleh karena itu, adanya pembinaan yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas PNS adalah mutlak dibutuhkan agar PNS dapat 
menjalankan tugas dan peranannya sebagai pelayan masyarakat. 
4) Tersedianya Gedung atau Kantor. 
Dukungan konkrit bagi PNS untuk bisa bekerja dengan baik adalah 
lingkungan yang nyaman yaitu gedung atau kantor yang disertai dngan 
tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas 
pekerjaan. Jika fasilitas ini dapat terpenuhi, akan tercipta kelancaran 
dalam menyelesaikan tugas pekerjaan secara tepat waktu dan efisien. 
b. Analisis Weakness atau Kelemahan 
1) Belum Meratanya Kemampuan Teknis PNS. 
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Modal manajemen yang dikembangkan adalah desentralisasi, 
partisipatif. Hal ini berarti masing-masing unit kerja mandiri dalam 
kemampuan sumber daya manusia. Kondisi ideal seperti ini belum 
terjadi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. Contoh yang 
paling mudah, sekarang ini hampir kegiatan administrasi menggunakan 
komputer. Seharusnya masing-masing PNS mempunyai kemampuan 
untuk mengoperasikan komputer dengan baik untuk dapat 
menyelesaikan tugas pekerjaannya. Bila hal ini tidak segera diambil 
tindakan, penyelesaian tugas pekerjaan tidak dapat optimal. 
2) Rendahnya Pemahaman dan Etos Kerja. 
Telah terbentuk opini bahwa PNS sering menunda-nunda penyelesaian 
tugas pekerjaannya. Hal ini mungkin disebabkan rendahnya 
pemahaman PNS terhadap tugas pokoknya masing-masing karena 
organisasi pemerintah memang tidak mengejar keuntungan seperti 
pada organisasi bisnis lainnya, tetapi lebih mengedapankan pelayanan. 
Oleh karena itu perlu penekanan khusus agar PNS dapat meningkatkan 
etos kerjanya sehingga dapat menjalankan tugas sebagai pelayan 
masyarakat dengan memuaskan. 
c. Analisis Opportunity atau Peluang 
1) Menjadi perangkat kerja Pemerintah Kota Surakarta yang memiliki 
SDM PNS yang professional dan kredibel dalam melaksanakan 
pelayanan prima kepada masyarakat.  
Sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Surakarta yang 
bertugas mengatur bidang kepegawaian, BKD diharapkan mampu 
melaksanakan pelayanan prima baik kepada PNS se Kota Surakarta 
maupun kepada masyarakat umumnya. Tugas-tugas yang dilaksanakan 
PNS dalam BKD harus menunjukkan kinerja yang professional serta 
kredibel. 
d. Analisis Treath atau Hambatan  
1) Rendahnya Kesejahteraan PNS.   
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Memang tidak ada alasan menuntut gaji atau honor lebih selain yang 
telah ditetapkan peraturan. Rendahnya pendapatan PNS dengan alasan 
apapun tidak bisa dipakai untuk tidak melakukan tugas dengan baik, 
tetapi juga tidak adil bila pimpinan menutup diri terhadap kebutuhan-
kebutuhan PNS ketika menegakkan disiplin kerja. Pendapat ini bukan 
sebuah apologi tetapi semata-semata ingin mengingatkan bahwa 
kesejahteraan PNS akan berpengaruh terhadap kinerja PNS. 
2) Kurang Tercukupinya Alat Kerja dan Perangkat Kerja.  
Membicarakan  hambatan ini seringkali dianggap persoalan klasik dan 
kadang-kadang hambatan tersebut dijadikan kambing hitam kegagalan 
kerja. Terlepas dari anggapan-anggapan tersebut, realitas menunjukkan 
bahwa untuk bisa menghasilkan produk kerja diperlukan alat kerja dan 
perangkat kerja berupa mesin-mesin, alat tulis, kendaraan, aturan-
aturan, sistem kerja dan sebagainya. Tanpa tercukupnya alat kerja dan 
perangkat kerja mustahil pelayanan prima bisa diwujudkan. 
Setelah melakukan analisis SWOT, Berikut ini akan dijabarkan hal-hal 
yang dilakukan BKD dalam peningkatan kualitas SDM PNS BKD sesuai 
dengan program kerja yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra): 
a. pembinaan dan pengembangan aparatur 
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai 
kewajiban untuk membina staffnya masing-masing. Pembinaan dapat 
berupa Pengawasan Melekat (Waskat) yaitu pembinaan terhadap pegawai 
secara terus menerus dan berjenjang yang dilakukan oleh Kepala SKPD 
dan pejabat struktural yang ada di bawah SKPD. 
Waskat yang ada di BKD antara lain: 
1) pengawasan atas Tupoksi, kepala badan berhak melaporkan tugas-
tugas dan tindakan staffnya. 
Cara mengelola dan membina agar PNS dapat mentaati tata 
tertib yaitu dengan dibuat Daftar Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai 
(DP3) yang diadakan tiap tahun. Tujuan dari DP3 adalah untuk 
memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam 
66 
 
pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. 
Pejabat penilai DP3 PNS yaitu atasan langsung PNS yang dinilai, 
dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain 
yang setingkat dengan alasan Pejabat Penilai dapat mengenal baik PNS 
yang dinilai sehingga diharapkan adanya obyektifitas dalam 
memberikan penilaian.   
DP3 digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan 
PNS, antara lain dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, 
penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala, dan 
lain-lain. Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun. 
Jangka waktu penilaian terhadap PNS adalah bulan Januari sampai 
dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan. 
Unsur-unsur yang dinilai dalam DP3 adalah:  
a) Kesetiaan. 
b) Prestasi kerja. 
c) Tanggung jawab. 
d) Ketaatan. 
e) Kejujuran. 
f) Kerja sama. 
g) Prakarsa. 
h) Kepemimpinan. 
2) pengawasan jam kerja 
BKD melakukan pengawasan jam kerja di lingkungan Pemkot 
Surakarta dengan melakukan Sidak PNS ke semua unit kerja bersama 
dengan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Sedangkan Pengawasan 
jam kerja di lingkungan BKD dilakukan dengan sistem absensi. Untuk 
meningkatkan pengawasan jam kerja PNS BKD diadakan peralihan 
absensi manual yaitu tandatangan di daftar presensi dengan sistem 
sidik jari komputer. Hal ini sesuai dengan Perintah Walikota Surakarta 
melalui Sekretaris Daerah.  
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Setiap unit kerja diharuskan melaporkan rekapitulasi absensi 
sidik jari ke sebagai tolok ukur pengawasan jam kerja PNS. Sistem 
absensi dengan sidik jari komputer mulai efektif dilaksanakan 
Pemerintah Kota Surakarta lingkup Balaikota termasuk pada BKD 
pada bulan November 2008.  Sedangkan untuk kantor Pemerintah di 
luar lingkup Balaikota dilaksanakan secara efektif pada bulan 
Desember 2008. Adanya sistem absensi sidik jari ini mampu 
memberikan  kenaikan secara optimal mengenai tingkat kedisiplinan 
jam kerja PNS BKD. 
Pembinaan pegawai juga berhubungan dengan adanya upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Bagaimanapun juga, 
kesejahteraan PNS akan berpengaruh terhadap kinerja PNS. 
Pelaksanaan kesejahteraan pegawai pada BKD yaitu adanya tunjangan 
kesejahteraan yang besarnya menyesuaikan golongan masing-masing 
pegawai  yang merupakan tambahan penghasilan atas beban kerja.    
Sedangkan pengembangan aparatur PNS pada BKD, 
dilaksanakan sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan mutu dan 
ketrampilan serta memupuk kegairahan kerja sehingga perlu untuk 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan sistem karier yang dititik 
beratkan pada sistem prestasi kerja. Sistem karier adalah sistem 
kepegawaian yang pengangkatan pertama didasarkan pada kecakapan 
sedang dalam pengembangan masa kerja, pengalaman, kesetiaan, 
pengabdian dan syarat lainnya turut menentukan.  
 Pengembangan karier mencakup diadakannya promosi dan 
mutasi pegawai. Promosi dilakukan untuk kenaikan pangkat PNS. 
Sedangkan mutasi pada BKD merupakan kegiatan pemindahan PNS 
antar lembaga dalam satu kota dan tidak merubah golongan PNS yang 
bersangkutan. Kegiatan ini dapat digunakan mengembangkan 
ketrampilan PNS.  
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b. peningkatan disiplin aparatur 
Upaya membentuk PNS yang memiliki disiplin tinggi ditetapkan 
ditetapkan peraturan disiplin PNS yang memuat keharusan-keharusan serta 
larangan-larangan yang harus selalu ditaati oleh setiap PNS dalam 
menjalankan tugasnya maupun diluar dinas. Peraturan dilengkapi dengan 
sanksi (HUDIS) yang akan dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang 
(PJBW) menghukum apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan 
dilanggar oleh seorang PNS.  
Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik 
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin harus 
setimpal dengan pelanggaraan yang dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan sehingga hukuman disiplin tersebut dapat mencerminkan 
rasa keadilan. 
Menurut UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok 
kepegawaian, keharusan yang dimuat dalam peraturan disiplin PNS antara 
lain: 
1) menepati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan 
kedinasan yang berlaku serta melaksanakan perintah-perintah 
kedinasan yang diberikan atasan yang berhak. 
2) Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan 
pelayanan yang baik terhadp masyarakat sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
3) Menggunakan dan memlihara barang-barang dinas dengan sebaik-
baiknya. 
4) Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat 
sesama PNS dan terhadp atasan. 
Larangan yang dimuat dalam peraturan disiplin PNS antara lain: 
1) Menjadi Pegawai Negeri Asing tanpa izin pemerintah. 
2) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat sebagai PNS. 
Tingkatan hukuman disiplin ada tiga macam yaitu: 
1) jenis hukuman disiplin ringan, terdiri dari: 
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a) teguran lisan. 
b) teguran tertulis. 
c) pernyataan tidak puas secara lisan. 
2) jenis hukuman disiplin sedang, terdiri dari: 
a) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun. 
b) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling 
lama satu tahun. 
c) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun. 
3) jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari: 
a) penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk 
paling lama satu tahun. 
b) pembebasan dari jabatan. 
c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS. 
d) pemberhentian tidak hormat sebagai PNS. 
 
c. pengadaan pendidikan kedinasan 
Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintahan yang 
baik atau good governance sesuai dengan tuntutan masyarakat dan 
tantangan global, maka diperlukan SDM PNS yang memiliki kompetensi 
jabatan. Untuk membentuk SDM PNS yang memiliki kompetensi 
diperlukan pembinaan pendidikan dan pelatihan.  
Pendidikan dan Latihan (Diklat) adalah proses belajar mengajar 
guna meningkatkan kompetensi PNS. BKD sebagai Instansi Pengendali 
Diklat yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan 
standar kompetansi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan 
Diklat. Agar kegiatan Diklat berjalan dengan baik diperlukan pengelolaan 
Diklat, yaitu proses kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 
dan pelaporan. 
1) Perencanaan Diklat 
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Perencanaan Diklat merupakan kegiatan pembinaan PNS yang 
berorientasi pada peningkatan kompetensi jabatan PNS. Perencanaan 
Diklat didasarkan pada kebutuhan Diklat dan rencana pembinaan 
karier PNS. Perencanaan Diklat mencakup: penetapan peserta, 
penentuan tujuan dan sasaran spesifik, penentuan jenis dan jenjang 
Diklat, penetapan agenda pembelajaran, penyiapan sarana dan 
prasarana, pembiayaan, evaluasi, dan pelaporan.  
2) Pelaksanaan Diklat 
Pelaksanaan Diklat meliputi keseluruhan proses pembelajaran peserta 
sesuai posisi, tugas, dan fungsinya. 
3) Evaluasi Diklat 
Meliputi ketercapaian tujuan dan sasaran Diklat, ketepatan agenda 
pembelajaran, kesesuaian peserta, ketersediaan sarana dan prasarana 
Diklat, serta kesesuaian pembiayaan, bahan pelatihan dan metode 
pembelajaran. 
4) Pelaporan Diklat 
Meliputi penyusunan laporan dan pertanggungjawaban tentang kinerja 
penyelenggaraan Diklat. 
Menurut UU Nomor 43 tahun 1999, tujuan penyelenggaraan Diklat 
antara lain adalah: 
1) Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan ketrampilan. 
2) Menciptakan adanya pola piker yang sama. 
3) Menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik. 
4) Membina karier PNS. 
Jenis Diklat terdiri dari: 
1) Diklat Prajabatan 
Adalah Diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, 
dan etika PNS, serta memberikan pengetahuan dasar tentang sistem 
penyelenggaraan pemerintahan Negara dan tentang bidang tugas serta 
budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan PNS. 
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Diklat Prajabatan merupakan bagian dari persyaratan pengangkatan 
Calon PNS menjadi PNS.   
2) Diklat Kepemimpinan 
Merupakan Diklat untuk memenuhi atau meningkatkan kompetensi 
PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural. Diklat 
kepemimpinan memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, 
ketrampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan apparatus 
sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam 
jenjang struktural tertentu.  
3) Diklat Fungsional 
Merupakan Diklat untuk memnuhi ataupun meningkatkan kompetensi 
PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsonal. 
4) Diklat Teknis 
Merupakan Diklat untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam 
jabatan PNS sesuai bidang tugasnya. 
Usaha riil Diklat yang diadakan oleh BKD selama tahun 2008, 
yaitu: 
1) Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara 
Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 20 hari 
tanggal 12 Juni s/d 4 Juli 2008 sejumlah 45 orang di Wisma Sejahtera 
(YIS) Jl. Tanjung N0.96 Karang Asem Surakarta. 
2) Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Angkatan I Pemerintah Kota 
Surakarta tanggal 14 November s/d 28 November 2008 sebanyak 40 
orang di YIS Karang Asem Surakarta. 
Untuk rencana kerja program Diklat tahun 2009 antara lain: 
1) Diklat Prajabatan I dengan target 128 peserta, Prajabatan II dengan 
target 238 perserta, Prajabatan III dengan target 481 peserta. 
2) Diklat Kepimpinan dengan target 16 peserta. 
3) Diklat Bendahara dengan target 45 peserta. 
4) Ujian Dinas dengan target 40 peserta dilaksanakan pada tanggal 5 
Maret 2009. 
72 
 
5) Ujian Penyesuaian Ijazah dengan target 40 peserta. 
 
d. peningkatan kapasitas SDM 
Peningkatan kapasitas SDM atau disebut juga dengan pengadaan 
PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Pengadaan PNS 
dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, 
pengangkatan CPNS, sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. 
1) Perencanaan, pengumuman, dan pelamaran 
Lowongan formasi PNS diumumkan oleh BKD paling lambat 15 hari 
sebelum tanggal penerimaan lamaran. Pengumuman mencantumkan: 
a) Jumlah dan jenis jabatan yang lowong. 
b) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. 
c) Alamat dan tempat lamaran ditujukan. 
d) Batas waktu pengajuan lamaran. 
2) Penyaringan 
Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan 
suatu panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Tugas 
panitia yaitu: 
a) Menyiapkan bahan ujian. 
b) Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian. 
c) Menentukan tempat dan jadwal ujian. 
d) Menyelenggarakan ujian. 
e) Memeriksa dan menentukan hasil ujian. 
3) Pengangkatan CPNS 
Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan 
pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan. Pelamar yang 
dinyatakan lulus ujian penyaringan wajib menyerahkan kelengkapan 
administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. 
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4) Pengangkatan CPNS menjadi PNS 
CPNS yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 
satu tahun dan paling lama dua tahun diangkat menjadi PNS oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu.  
BKD melaksanakan pengadaan CPNS berdasarkan PP Nomor 11 
Tahun 2002, Keputusan Walikota Surakarta Nomor 871/ 1450/ 2008 
tentang Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota 
Surakarta Tahun 2008 dari Pelamar umum Tahun 2008 Pemerintah Kota 
Surakarta. Seleksi CPNS diadakan pada tanggal 7 Desember 2008 dan 
pengumuman penerimaan pada tanggal 31 Desember 2008 serta dengan 
jumlah formasi yang dibutuhkan sebagai berikut: 
1) Tenaga Kependidikan : 175 formasi 
2) Tenaga Kesehatan  : 102 formasi 
3) Tenaga Teknis Lain :   28 formasi 
4) Pelatih Olahraga  :   10 formasi 
Pemberkasan bagi CPNS yang dinyatakan lulus pada tanggal 12, 13, 14 
Januari 2009. 
Kriteria CPNS yang lolos seleksi adalah CPNS yang memenuhi 
syarat kualifikasi dan jabatan yang ditentukan dalam formasi dan 
dinyatakan lulus seleksi CPNS. Seleksi CPNS yang ketat akan mampu 
menyeleksi kualitas SDM CPNS karena didapatkan SDM yang berkualitas 
dari sudut kompetensi pendidikan dan jabatan yang dipersyaratkan. 
 
3. Ketercapaian visi BKD dengan adanya usaha BKD untuk Meningkatkan 
Kualitas SDM  
Berdasarkan data wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan 
pada BKD dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Usaha yang dilakukan BKD untuk meningkatkan SDM PNS terdiri 
dari empat hal yaitu: pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan 
disiplin aparatur, pengadaan pendidikan kedinasan, peningkatan kapasitas 
SDM. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dari empat 
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hal tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan BKD sudah 
terlaksana secara optimal. Semua hal dilakukan sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan dan hasilnya mengindikasikan pencapaian target yang 
diharapkan sehingga visi BKD yang berbunyi “Terwujudnya Aparatur 
Pemerintah Kota Surakarta yang professional dan kredibel dalam 
melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat“ dapat dikatakan telah 
tercapai dengan adanya usaha peningkatan kualitas SDM PNS pada BKD.  
Indikator ketercapaian visi BKD tersebut, antara lain dapat ditunjukkan 
melalui: 
a. Kedisiplinan jam kerja 
Setiap PNS BKD bekerja secara tertib sesuai dengan jam kerja yang telah 
ditentukan yaitu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. 
b. Semangat kerja dan loyalitas PNS BKD yang tinggi 
Adanya pembinaan pegawai mampu memberikan PNS BKD semangat 
kerja dan loyalitas yang tinggi terhadap Tupoksi masing-masing PNS. 
Tidak ada kata santai dan menunda-nunda pekerjaan bagi PNS BKD.  
c. Peningkatan ketrampilan PNS BKD 
Upaya peningkatan ketrampilan PNS BKD yaitu melalui Diklat. Diklat 
yang diselenggarakan oleh BKD telah sesuai dengan target yang 
diharapkan. Contoh riil nya, ketrampilan PNS BKD khususnya usia tua 
untuk mengoperasikan komputer dalam melaksanakan pekerjaannya.   
d. Seleksi ketat atas pengadaan CPNS  
Seleksi ketat atas pengadaan CPNS oleh BKD ditujukan guna diperoleh 
CPNS yang berkualitas.  
 
C. Temuan Studi yang dihubungkan dengan Kajian Teori 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis pada BKD Kota 
Surakarta ditemukan beberapa hasil studi yang dapat dihubungkan dengan kajian 
teori yang telah penulis kemukakan pada bab II yaitu: 
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1. Langkah-langkah menyusun rencana peningkatan kualitas SDM 
Menurut Achmad S. Ruky (2003: 69) langkah-langkah dalam 
menyusun rencana peningkatan kualitas SDM yaitu:  
a. Langkah Pertama: Identifikasi Visi dan Misi Organisasi 
b. Langkah Kedua: Pelajari Strategi Korporat (Corporate Strategic Planning) 
c. Langkah Ketiga: Susun Rencana Stratejik Sumber Daya Manusia 
Dalam rangka melaksanakan usaha peningkatan kualitas SDM, BKD 
juga melakukan langkah-langkah dalam membuat rencana yaitu: 
a. Melakukan identifikasi visi dan misi BKD melalui analisis SWOT 
b. Mempelajari rencana strategis yang ditetapkan oleh pimpinan BKD yang 
selanjutnya diterapkan oleh semua personil dari tingkat atas sampai 
bawah. 
c. Menyusun program-program yang direncanakan untuk peningkatan 
kualitas SDM PNS BKD. Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran atau 
yang dirangkum sebagai Rencana Strategis maka Program-program BKD 
periode tahun 2007 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut:  
1) pembinaan dan pengembangan aparatur 
2) peningkatan disiplin aparatur 
3) pengadaan pendidikan kedinasan 
4) peningkatan kapasitas SDM 
5) pelayanan administrasi kantor 
2. Pembinaan PNS 
Cara BKD dalam mengelola dan membina agar PNS dapat mentaati 
tata tertib yaitu dengan dibuat Daftar Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP3). 
Unsur-unsur yang dinilai dalam DP3 adalah:  
a. Kesetiaan. 
b. Prestasi kerja. 
c. Tanggung jawab. 
d. ketaatan. 
e. Kejujuran. 
f. Kerja sama. 
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g. Prakarsa. 
h. Kepemimpinan. 
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 
Siswanto Sastrohadiwiryo (2003: 235), “Pada umumnya unsur-unsur yang 
perlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kinerja adalah kesetiaaan, 
prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan 
kepemimpinan”.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang penulis kemukakan pada 
bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
Usaha yang ditempuh BKD untuk meningkatkan kualitas SDM dalam 
upaya pencapaian visi BKD adalah dengan mengidentifikasi kekuatan, 
kelemahan, peluang dan hambatan BKD kemudian mengatasi kelemahan dan 
hambatan yang ada pada BKD dengan menyusun program-program kerja yang 
tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) yaitu: (1) Pembinaan berupa 
pengawasan Melekat (Waskat) dan peningkatan kesejahteraan pegawai. 
Pengawasan melekat mencakup pengawasan tupoksi PNS dan pengawasan jam 
kerja. Pengembangan aparatur terdiri dari dua hal yaitu promosi dan mutasi 
pegawai. (2) Upaya membentuk PNS yang memiliki disiplin tinggi ditetapkan 
peraturan disiplin PNS yang memuat keharusan-keharusan serta larangan-larangan 
yang harus selalu ditaati oleh setiap PNS dalam menjalankan tugasnya. (3) Untuk 
membentuk SDM PNS yang memiliki kompetensi diperlukan pembinaan 
pendidikan dan pelatihan.  (4) Peningkatan kapasitas SDM untuk mengisi formasi 
yang lowong. Seleksi CPNS yang ketat akan mampu menyeleksi kualitas SDM 
CPNS karena didapatkan SDM yang berkualitas dari sudut kompetensi pendidikan 
dan jabatan yang dipersyaratkan. 
Usaha BKD untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut 
sudah terlaksana secara optimal. Semua hal dilakukan sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan dan hasilnya mengindikasikan pencapaian target yang 
diharapkan sehingga visi BKD yang berbunyi “Terwujudnya Aparatur 
Pemerintah Kota Surakarta yang professional dan kredibel dalam melaksanakan 
pelayanan prima kepada masyarakat“ dapat dikatakan telah tercapai dengan 
adanya usaha peningkatan kualitas SDM PNS pada BKD. 
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Indikator ketercapaian visi BKD tersebut, antara lain dapat ditunjukkan 
melalui: 
1. Kedisiplinan jam kerja 
Setiap PNS BKD bekerja secara tertib sesuai dengan jam kerja yang telah 
ditentukan yaitu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. 
2. Semangat kerja dan loyalitas PNS BKD yang tinggi 
Adanya pembinaan pegawai mampu memberikan PNS BKD semangat kerja 
dan loyalitas yang tinggi terhadap Tupoksi masing-masing PNS. Tidak ada 
kata santai dan menunda-nunda pekerjaan bagi PNS BKD.  
3. Peningkatan ketrampilan PNS BKD 
Upaya peningkatan ketrampilan PNS BKD yaitu melalui Diklat. Diklat yang 
diselenggarakan oleh BKD telah sesuai dengan target yang diharapkan. 
Contoh riil nya, ketrampilan PNS BKD khususnya usia tua untuk 
mengoperasikan komputer dalam melaksanakan pekerjaannya.    
4. Seleksi ketat atas pengadaan CPNS  
Seleksi ketat atas pengadaan CPNS oleh BKD ditujukan guna diperoleh CPNS 
yang berkualitas.  
 
B. Implikasi 
Dari analisis data beserta pembahasan dan simpulan yang dikemukakan 
tersebut diatas maka implikasi dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Implikasi Teoritis 
Pencapaian visi suatu organisasi membutuhkan sumber daya manusia 
yang berkualitas. Setiap organisasi mempunyai cara-cara tersendiri dalam usaha 
meningkatkan  kualitas sumber daya manusianya. Menurut B.S. Wibowo (2008) 
sumber daya manusia berkualitas adalah yang unggul secara fisik, intelektual, 
emosional dan moralitas. Maka sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas 
apabila memiliki etos kerja yang tinggi, semangat berkompetisi, sikap 
kemandirian, disiplin, dan penghargaan terhadap waktu. 
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BKD sebagai instansi pemerintahan yang bertugas mengurusi bidang 
kepegawaian, selalu berusaha meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki 
untuk dapat mencapai visi yang telah ditetapkan. Usaha-usaha yang telah 
ditempuh oleh BKD untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dapat 
terindikasikan dalam karakteristik PNS BKD yaitu memiliki kedisiplinan jam 
kerja, memiliki semangat kerja dan loyalitas yang tinggi, meningkatnya 
ketrampilan PNS BKD dalam penguasaan IPTEK. 
2. Implikasi Praktis 
Penelitian ini memberikan gambaran secara jelas bahwa melalui usaha-
usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia ternyata dapat mengindikasikan 
pencapaian  visi BKD secara optimal. BKD harus selalu konsisten dalam 
usahanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan 
visinya yang tujuan akhirnya akan mendukung tercapainya visi Kota Surakarta. 
Bagi lembaga pemerintahan sejenis BKD maupun organisasi lainnya, penelitian 
ini dapat digunakan sebagai alternatif pilihan dalam usaha pencapaian visi.  
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dalam penelitian ini dapat 
dikemukakan saran sebagai berikut: 
1. BKD harus membuat standar indikasi PNS dapat dikatakan disiplin, memiliki 
semangat kerja serta loyalitas yang tinggi sehingga lebih mudah dalam 
melakukan pengawasan. 
2. BKD harus melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS minimal tiap tahun agar 
dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan atas peraturan kedisiplinan PNS 
yang telah dilaksanakan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam melakukan 
perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya. 
3. Kepada instansi pemerintah daerah lain yang belum menerapkan usaha 
peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti yang dilaksanakan oleh 
BKD, dapat menerapkan usaha yang sejenis untuk upaya pencapaian visi.  
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
PENELITIAN “PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
DALAM UPAYA PENCAPAIAN VISI KOTA SURAKARTA PADA 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SURAKARTA” 
 
 Siapa nama anda?  
 Apa jabatan anda dalam Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta? 
 
Struktur Organisasi 
 Bagaimana susunan struktur organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Surakarta? 
 Apa sajakah tugas pokok dan fungsi yang dilakukan Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Surakarta sesuai dengan struktur organisasi yang ada? 
 Bagaimanakah pengelolaan cara kerja tipa-tiap bagian pada struktur organisasi 
Badan Kepegawaian Daerah kota Surakarta? 
 
Sumber Daya Manusia 
 Berapakah jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Surakarta beserta alokasinya? 
 Menurut anda, seberapa besar pengaruh sumber daya manusia yaitu Pegawai 
Negeri Sipil terhadap kelangsungan hidup organisasi Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Surakarta? 
 Bagaimanakah karakteristik Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Surakarta? 
 Apa saja tata tertib yang diterapkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Surakarta mengenai pengelolaan dan pembinaan  Pegawai Negeri Sipil? 
 Bagaimanakah cara mengelola dan membina setiap Pegawai Negeri Sipil agar 
selalu dapat mentaati tata tertib yang berlaku pada Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Surakarta? 
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 Indikator apa sajakah yang dapat menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri 
Sipil dikatakan berkualitas bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta? 
 Perlukah diadakan upaya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil pada 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta? 
 Jika perlu, upaya riil apa yang telah dilakukan sebagai upaya peningkatan 
kualitas Pegawai Negeri Sipil dan apa manfaat yang dapat dirasakan dari 
pelaksanaan upaya tersebut pada kelangsungan organisasi Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Surakarta? 
 
Pencapaian Visi 
 Apakah Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta? 
 Apakah arti penting dari pembuatan Visi bagi Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Surakarta? 
 Apakah Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta menunjukkan 
cerminan Visi Kota Surakarta? Jika jawabannya ya tunjukkan pada aspek-
aspek manakah tercermin? 
 Bagaimanakah implikasi Visi pada kegiatan kerja sehari-hari para Pegawai 
Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta? 
 Apakah arti penting pencapaian visi bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Surakarta? 
 Upaya-upaya apa sajakah yang ditempuh demi ketercapaian Visi Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya akan mencapai juga 
pada Visi Kota Surakarta? 
 
Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pencapaian Visi 
 Dilihat dari segi sumber daya manusia, adakah pengaruh yang fundamental 
antara kualitas sumber daya manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil dengan usaha 
pencapaian visi Kota Surakarta? 
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 Upaya-upaya riil apakah sajakah yang dilakukan mengenai peningkatan 
kualitas sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Surakarta untuk dapat mewujudkan Visi Kota Surakarta? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TAHAP II 
PENELITIAN “PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
DALAM UPAYA PENCAPAIAN VISI KOTA SURAKARTA PADA 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SURAKARTA” 
 
1. Siapa nama Bapak/Ibu? 
2. Apa jabatan Bapak/Ibu dalam BKD Kota Surakarta? 
 
Umum 
1. Bagaimana sejarah berdirinya BKD Kota Surakarta?  
 
Visi 
1. Bagaimana indikator pencapaian Visi BKD Kota Surakarta? 
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung pencapaian Visi BKD Kota 
Suarakarta?  
3. Apakah ketercapaian Visi BKD Kota Surakarta secara langsung 
merupakan ketercapaian Visi Kota Surakarta? Bagaimana alur 
pemikirannya? 
4. Bagaimana Analisis SWOT Visi dan Misi BKD Kota Surakarta? 
(Strenght= Kekuatan, Weakness =Kelemahan, Opportunity= 
Kesempatan, Threats= Ancaman).  
5. Bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir kelemahan yang ada 
pada BKD Kota Surakarta? 
6.  Bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir ancaman yang ada 
pada BKD Kota Surakarta? 
7. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan wawancara tahap I, mengenai 
implikasi visi pada kegiatan kerja sehari-hari para PNSD BKD Kota 
Surakarta, 
a. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen kepegawaian yang 
berkualitas? 
b. Bagaimanakah cara pengembangan kesejahteraan PNSD? 
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DIKLAT 
1. Apa jenis-jenis Diklat? 
2. Bagaimana kondisi PNS sebelum dan sesudah mengikuti DIKLAT? 
3. Syarat dan ketentuan PNS yang mengikuti DIKLAT? 
 
KEDISIPLINAN  
1. Bagaimana cara-cara pengawasan jam kerja PNS BKD Kota 
Surakarta? 
2. Dapatkah daftar absensi menjadi pengukur kinerja PNS BKD Kota 
Surakarta dalam hal kedisiplinan? 
3. Bagaimana sistem absensi dulu dan sekarang? Apakah terdapat 
perubahan dari tahun ke tahun? 
4. Bila ada, bagaimana tingkat pengaruh adanya perubahan sistem 
absensi tersebut? 
5. Apa saja cakupan kedisiplinan selain dalam hal pengawasan jam kerja? 
Bagaimanakah pengelolaannya? 
 
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
1. Apakah kualitas sumber daya manusia yaitu PNS BKD Kota Surakarta 
perlu untuk selalu ditingkatkan? Jika ya, apa alasannya? 
2. Apakah pengadaan DIKLAT dan adanya pengawasan jam kerja 
merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia PNS 
BKD Kota Surakarta? 
3. Upaya-upaya lain apa sajakah yang dilakukan untuk peningkatan 
kualitas sumber daya manusia PNS BKD Kota Surakarta? 
4. Apakah upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia PNS 
BKD Kota Surakarta dapat menjadi faktor pendukung pencapaian Visi 
BKD Kota Surakarta? Bagaimana alur berpikirnya? 
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FIELDNOTE 1 
WAWANCARA TAHAP I 
 
Tanggal : 12 Desember 2008 
Waktu  : 09.00 WIB 
Kegiatan : Wawancara 
Nama  : Harni 
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Bidang Sekretariat 
 
Struktur Organisasi 
1. Bagaimana susunan struktur organisasi pada BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Penulis diberi file-file tentang data yang penulis kehendaki tentang 
susunan struktur organisasi BKD. 
Komentar Penulis: 
BKD telah mengarsip data-data mengenai struktur organisasi dengan 
lengkap, sehingga penulis dapat memperoleh data-data tersebut dari 
membaca data primer yang diberi piahk BKD. 
2. Apa sajakah tugas pokok dan fungsi yang dilakukan BKD Kota Surakarta 
sesuai dengan struktur organisasi yang ada? 
Jawaban: 
Tugas Pokok 
memahami betapa penting dan strategisnya pegawai dalam mewujudkan 
visi Pemerintah Kota, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 6 Tahun 2001 jo Peraturan Daerah Kota Surakarta  Nomor 4 Tahun 
2004, telah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta (BKD) 
yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang 
kepegawaian 
Fungsi 
Adapun fungsi BKD adalah: 
a. penyelenggaraan Sekretariat Badan 
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b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
c. pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai 
d. pengelola administrasi pegawai 
e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai 
f. penyelenggaraan pengelolaan 
g. pembinaan jabatan fungsional. 
Komentar Penulis: 
Tupoksi BKD telah diatur dalam Peraturan Daerah yang diarahkan pada 
urusan kepegawaian.   
3. Bagaimanakah pengelolaan cara kerja tiap-tiap bagian pada struktur 
organisasi BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Penulis diberi data mengenai cara kerja tiap-tiap bagian BKD. 
Komentar Penulis: 
Tiap-tiap bagian BKD memiliki tupoksi sendiri-sendiri sehingga tidak ada 
saling lempar tugas antar bagian. 
Sumber Daya Manusia 
1. Berapakah jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BKD Kota 
Surakarta beserta alokasinya? 
Jawaban: 
Penulis diberi data mengenai jumlah PNS BKD per November 2008. 
Komentar Penulis: 
Data PNS BKD terbaru pada saat penulis mengadakan wawancara yaitu 
bulan November 2008. 
2. Menurut anda, seberapa besar pengaruh sumber daya manusia yaitu PNS 
terhadap kelangsungan hidup organisasi BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Pengaruh SDM dalam pengelolaan BKD sangat besar. SDM berperan 
sebagai motorik atau yang menjalankan semua program-program yang ada 
di BKD. Semua personil dari tingkat atas sampai bawah terlibat secara 
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langsung dalam pengelolaan BKD. Jadi SDM sebagai faktor utama 
kelangsungan BKD 
Komentar Penulis: 
Bagi BKD, SDM memegang peranan penting dalam kelangsungan BKD. 
3. Bagaimanakah cara mengelola dan membina setiap PNS agar selalu dapat 
mentaati tata tertib yang berlaku pada BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Cara mengelola dan membina agar dapat mentaati tata tertib yaitu dengan 
diadakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) dan ada Daftar Pelaksanaan 
Pekerjaan Pegawai (DP3) yang diadakan tiap tahun serta penerapan 
disiplin dan hukuman disiplin bagi pegawai. 
Komentar Penulis: 
Diklat dan DP3 menjadi acuan BKD dalam mengelola dan membina PNS. 
Penulis diberi data primer BKD tentang disiplin dan hukuman disiplin. 
4. Indikator apa sajakah yang dapat menyatakan bahwa seorang PNS 
dikatakan berkualitas bagi BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Indikator yang dapat menyatakan PNS berkualitas yaitu dapat memberikan 
pelayanan kepada PNS lingkungan Pemkot Surakarta secara prima sesuai 
dengan kebutuhan mereka khususnya di bidang Personalia, kepangkatan 
dan jabatan. PNS yang berkinerja baik menurut penilaian atasannya akan 
digunakan sebagai bahan pertimbangan kenaikan jabatan atau promosi. 
Komentar Penulis: 
PNS yang berkualitas harus mampu memberikan pelayanan yang prima 
sesuai dengan tupoksi nya. 
5. Perlukah diadakan upaya peningkatan kualitas PNS pada BKD Kota 
Surakarta? 
Jika perlu, upaya riil apa yang telah dilakukan sebagai upaya peningkatan 
kualitas PNS dan apa manfaat yang dapat dirasakan dari pelaksanaan 
upaya tersebut pada kelangsungan BKD Kota Surakarta? 
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Jawaban: 
Perlu, karena pentingnya peningkatan kualitas SDM yaitu: 
e. era globalisasi menuntut adanya SDM yang mampu mengembangkan 
diri. 
f. SDM sebagai faktor utama kelangsungan BKD. 
g. SDM PNS sebagai motorik atau yang menjalankan semua program-
program yang ada di BKD 
Upaya riil yang dilakukan sesuai rencana strategis yang sudah ditetapkan.. 
Manfaat yang dirasakan yaitu PNS bekerja secara rapi dan diharapkan 
mampu mewujudkan visi BKD. 
Komentar Penulis: 
Arti penting peningkatan kualitas SDM mendorong BKD melakukan 
upaya peningkatan SDM sesuai dengan renstra. 
Pencapaian Visi 
1. Apakah Visi BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Terwujudnya aparatur pemerintah Kota Surakarta yang professional dan 
kredibel dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. 
Komentar Penulis: 
Visi BKD mengarahkan kepada pelayanan kepada masyarakat karena PNS 
merupakan aparatur pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat. 
2. Bagaimanakah implikasi Visi pada kegiatan kerja sehari-hari para PNS 
BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
a) mentaati peraturan yang berlaku  
b) pelayanan prima di jajaran PNS Pemkot Surakarta 
c) pelaksanaan tugas masing-masing pegawai sesuai dengan Tupoksi. 
Komentar Penulis: 
Visi diterapkan dalam kegiatan kerja sehari-hari PNS.  
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3. Apakah arti penting pencapaian visi bagi BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
a) sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan 
b) sebagai koridor pelaksanaan kerja di BKD 
c) sebagai garis besar tujuan 
Komentar Penulis: 
Visi BKD menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. 
4. Upaya-upaya apa sajakah yang ditempuh demi ketercapaian Visi BKD 
Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM dengan mengidentifikasi 
kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan kemudian mengadakan 
kegiatan riil sesuai renstra yang berupa: 
a) Pembinaan dan pengembangan aparatur 
b) Peningkatan disiplin aparatur 
c) Pengadaan pendidikan kedinasan 
d) Peningkatan kapasitas SDM 
Komentar Penulis: 
Peningkatan kualitas SDM pada BKD telah diatur dalam renstra. 
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FIELDNOTE 2 
WAWANCARA TAHAP I 
 
Tanggal : 16 Desember 2008 
Waktu  : 09.00 WIB 
Kegiatan : Wawancara 
Nama  : Drs. Joko Pratono 
Jabatan : Kepala Bagian Pembinaan Pegawai 
 
Sumber Daya Manusia 
6. Berapakah jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BKD Kota 
Surakarta beserta alokasinya? 
Jawaban: 
Penulis diberi data mengenai jumlah PNS BKD per November 2008. 
Komentar Penulis: 
Data PNS BKD terbaru pada saat penulis mengadakan wawancara yaitu 
bulan November 2008. 
7. Menurut anda, seberapa besar pengaruh sumber daya manusia yaitu PNS 
terhadap kelangsungan hidup organisasi BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Pengaruh SDM diBKD sangat besar. SDM sebagai faktor utama 
pengelolaan BKD 
Komentar Penulis: 
SDM sebagai faktor utama bagi BKD. 
8. Bagaimanakah cara mengelola dan membina setiap PNS agar selalu dapat 
mentaati tata tertib yang berlaku pada BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Pembinaan disiplin erat kaitannya dengan kepuasan pegawai sehingga 
dalam hal ini tidak cukup dengan menggunakan kesejahteraan, tetapi juga 
pendekatan lain seperti pembinaan karier pegawai. Pembinaan dapat 
berupa Diklat dan DP3. 
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Komentar Penulis: 
Pembinaan pegawai dapat berupa Diklat dan DP3. 
9. Indikator apa sajakah yang dapat menyatakan bahwa seorang PNS 
dikatakan berkualitas bagi BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
a. dapat menyelesaikan tupoksi dengan baik dan benar. 
b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan komunikasi aktif ke atasan, 
ke bawahan dan ke samping sesama pejabat. 
c. mentaati jam kerja. 
d. Dapat menjaga kondisi SKPD yang kondusif dan tidak adanya 
pertentangan antar PNS semua dapat diselesaikan dengan berstruktur 
dan penjenjangan. 
e. bila dapat menjadi pegawai yang baik yaitu mentaati peraturan yang 
berlaku tentang larangan dan kewajibannya 
f. melaksanakan tugas dengan baik 
g. memahami atas tugas yang diberikan 
h. menyelesaikan tugas tepat waktu 
i. bertanggung jawab atas tugas yang diberikan 
j. bisa sebagai panutan bawahan bila memiliki jabatan Pimpinan 
k. melaksanakan DP3 
l. tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 
Komentar Penulis: 
PNS yang berkualitas intinya harus menjadi pegawai yang baik yaitu 
mentaati peraturan yang berlaku. 
10. Perlukah diadakan upaya peningkatan kualitas PNS pada BKD Kota 
Surakarta? 
Jika perlu, upaya riil apa yang telah dilakukan sebagai upaya peningkatan 
kualitas PNS dan apa manfaat yang dapat dirasakan dari pelaksanaan 
upaya tersebut pada kelangsungan BKD Kota Surakarta? 
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Jawaban: 
Perlu, karena peningkatan kualitas SDM sangat penting. Upayanya 
melalui: 
a. melalui pendidikan dan latihan untuk pendalaman tugas dan fungsinya 
seperti pelatihan bendahara, kursus management analis kepegawaian 
atau kursus pemegang kearsipan, dll. 
b. Program lowongan CPNS 
c. Pembinaan dan pengembangan pegawai, dapat berupa Pengawasan 
Melekat (WASKAT), yaitu pembinaan terhadap pegawai secara terus 
menerus dan berjenjang yang dilakukan oleh Kepala SKPD dan 
pejabat structural yang ada di bawah SKPD. Contoh WASKAT antara 
lain: pengawasan atas Tupoksi, pengawasan jam kerja. Kepala SKPD 
mempunyai kewajiban untuk membina staffnya masing-masing. 
d. Upaya membentuk PNS yang memiliki disiplin tinggi ditetapkan 
peraturan disiplin tinggi ditetapkan peraturan disiplin PNS yang 
memuat keharusan-keharusan serta larangan- larangan yang harus 
selalu ditaati oleh setiap PNS dalam menjalankan tugasnya maupun 
diluar dinas. 
Peraturan dilengkapi dengan sanksi (HUDIS) yang akan dijatuhkan 
oleh PJBW menghukup apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan 
dilanggar oleh seorang PNS. 
Komentar Penulis: 
Upaya peningkatan kualitas SDM ada 4 yaitu: 
a. Pendidikan dan latihan 
b. Program lowongan CPNS 
c. Pembinaan dan pengembangan pegawai 
d. Disiplin pegawai 
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FIELDNOTE 3 
WAWANCARA TAHAP I 
 
Tanggal : 18 Desember 2008 
Waktu  : 09.00 WIB 
Kegiatan : Wawancara 
Nama  : Ariani 
Jabatan : Kepala Bidang Bina Program 
 
Pencapaian Visi 
5. Apakah Visi BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Terwujudnya aparatur pemerintah Kota Surakarta yang professional dan 
kredibel dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. 
Komentar Penulis: 
Visi BKD mengarahkan kepada pelayanan kepada masyarakat karena PNS 
merupakan aparatur pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat. 
6. Bagaimanakah implikasi Visi pada kegiatan kerja sehari-hari para PNS 
BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
a) mentaati peraturan yang berlaku  
b) pelayanan prima di jajaran PNS Pemkot Surakarta 
c) pelaksanaan tugas masing-masing pegawai sesuai dengan Tupoksi. 
d) terwujudnya penerapan penghargaan dan sangsi atau hukuman bagi 
PNSD 
e) terwujudnya pengadaan CPNS 
f) terwujudnya pengadaan diklat bagi PNSD 
Komentar Penulis: 
Seperti yang dikatakan oleh Ibu Harni Bidang sekretariat, visi diterapkan 
dalam kegiatan kerja sehari-hari PNS demi mewujudkan pelayanan prima 
di jajaran PNS Pemkot Surakarta. 
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7. Apakah arti penting pencapaian visi bagi BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
a) sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan 
b) sebagai koridor pelaksanaan kerja di BKD 
c) langkah penting untuk membuat jalannya organisasi tetap fokus dan 
terkendali sehingga dapat mencapai kesuksesan. 
d) organisasi pemerintahan hanya dapat mewujudkan visinya apabila 
didukung oleh PNS yang kredibel dan professional. 
Komentar Penulis: 
Visi merupakan hal yang paling penting bagi BKD. 
8.  Upaya-upaya apa sajakah yang ditempuh demi ketercapaian Visi BKD 
Kota Surakarta? 
Jawaban: 
upaya yang ditempuh adalah dengan mengidentifikasi kekuatan dan 
kelemahan organisasi, kemudian mengatasi kelemahan yang ada pada 
organisasi dengan menyusun program-program kerja dalam rencana 
strategis yaitu: 
- pembinaan dan pengembangan aparatur 
- peningkatan disiplin aparatur 
- pengadaan pendidikan kedinasan 
- peningkatan kapasitas SDM 
Komentar Penulis: 
Peningkatan kualitas SDM pada BKD telah diatur dalam renstra. 
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FIELDNOTE 4 
WAWANCARA TAHAP II 
 
Tanggal : 5 Januari 2009 
Waktu  : 09.00 WIB 
Kegiatan : Wawancara 
Nama  : Harni 
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Bidang Sekretariat  
 
Visi 
8. Bagaimana indikator pencapaian Visi BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Jawaban terlampir (RENSTRA BKD Kota Surakarta)  
Komentar Penulis: 
Penulis diberi data primer BKD. 
9. Bagaimana Analisis SWOT Visi dan Misi BKD Kota Surakarta? 
(Strenght= Kekuatan, Weakness =Kelemahan, Opportunity= Kesempatan, 
Threats= Ancaman).  
Jawaban: 
e. Analisis Strenght atau Kekuatan 
5) Tuntutan masyarakat atau pegawai untuk memperoleh Pelayanan 
Prima. 
6) Tersedianya Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian. 
7) Tersedianya PNS yang Siap Bina.  
8) Tersedianya Gedung atau Kantor. 
f. Analisis Weakness atau Kelemahan 
3) Belum Meratanya Kemampuan Teknis PNS. 
4) Rendahnya Pemahaman dan Etos Kerja. 
g. Analisis Opportunity atau Peluang 
Menjadi perangkat kerja Pemerintah Kota Surakarta yang memiliki SDM. 
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h. Analisis Hambatan atau Treath 
3) Rendahnya Kesejahteraan PNS.   
4) Kurang Tercukupinya Alat Kerja dan Perangkat Kerja.  
Komentar penulis: 
BKD telah menganalisis SWOT terhadap visi yang telah ditetapkan. 
10. Bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir kelemahan dan hambatan 
yang ada pada BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, kemudian 
mengatasi kelemahan dan hambatan yang ada pada organisasi dengan 
menyusun program-program kerja yaitu: 
a. Pembinaan dan pengembangan aparatur 
b. Peningkatan disiplin aparatur 
c. Pengadaan pendidikan kedisanan 
d. Peningkatan kapasitas SDM 
Komentar Penulis: 
BKD telah mampu mengatasi kelemahan dan hambatan yang ada. 
Kedisiplinan 
6. Bagaimana cara-cara pembinaan dan pengembangan PNS BKD Kota 
Surakarta? 
Jawaban: 
Pembinaan melalui pengawasan melekat atas Tupoksi dan pengawasan 
jam kerja. Pengembangan karier mencakup promosi dan mutasi pegawai.  
 Komentar Penulis: 
Pembinaan mencakup pengawasan melekat dan pengawasan jam kerja. 
Sedangkan pengembangan mencakup promosi dan mutasi pegawai.  
7. Dapatkah daftar absensi menjadi pengukur kinerja PNS BKD Kota 
Surakarta dalam hal kedisiplinan? 
Jawaban: 
Dapat. 
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Komentar Penulis: 
Absensi dapat dijadikan pengukur kedisiplinan PNS BKD. 
8. Bagaimana sistem absensi dulu dan sekarang? Apakah terdapat perubahan 
dari tahun ke tahun? 
Jawaban: 
Dulu sistem absensinya hanya manual yaitu tandatangan di daftar presensi 
sekarang sistem sidik jari dengan komputer 
Komentar Penulis: 
Terdapat perubahan sistem absensi pada BKD yaitu dari sistem manual ke 
absensi sidik jari.  
9. Bila ada, bagaimana tingkat pengaruh adanya perubahan sistem absensi 
tersebut terhadap tingkat kedisiplinan pegawai dan bagaimana 
pengelolaannya? 
Jawaban: 
PNS jadi lebih disiplin dengan sistem absensi sidik jari  
Komentar Penulis: 
Absensi sidik jari membuat kenaikan kedisiplinan pegawai meningkat 
secara optimal. 
10. kapan diberlakukannya absensi sidik jari? 
Jawaban: 
Bulan November 2008.   
Komentar Penulis: 
Absensi sidik jari telah dilaksanakan oleh BKD pada bulan November 
2008. 
11. apa dasar diberlakukannya absensi sidik jari? 
Jawaban: 
Perintah Walikota Surakarta melalui Sekretaris Daerah.  
Komentar Penulis: 
Penggunaan absensi sidik jari diatur oleh Pemerintah Kota Surakarta. 
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Pencapaian Visi dengan adanya Usaha Peningkatan kualitas SDM 
1. Apakah dengan adanya usaha-usaha peningkatan kualitas SDM mampu 
mencapai visi BKD?  
Jawaban: 
 Ya 
 Komentar Penulis: 
Adanya usaha-usaha peningkatan kualitas SDM terbukti mampu 
mewujudkan visi BKD secara optimal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 
 
FIELDNOTE 5 
WAWANCARA TAHAP II 
Tanggal : 13 Januari 2009 
Waktu  : 09.00 WIB 
Kegiatan : Wawancara 
Nama  : Ariani 
Jabatan : Kepala Bidang Bina Program  
Visi 
11. Bagaimana indikator pencapaian Visi BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Jawaban terlampir (RENSTRA BKD Kota Surakarta)  
Komentar Penulis: 
Penulis diberi data primer BKD. 
12. Bagaimana Analisis SWOT Visi dan Misi BKD Kota Surakarta? 
(Strenght= Kekuatan, Weakness =Kelemahan, Opportunity= Kesempatan, 
Threats= Ancaman).  
Jawaban: 
i. Analisis Strenght atau Kekuatan 
9) Tuntutan masyarakat atau pegawai untuk memperoleh Pelayanan 
Prima. 
Setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang 
membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Adalah manusiawi jika 
manusia memiliki keinginan untuk dihargai oleh sesamanya dan dasar 
inilah yang menjkadi fokus dalam peningkatan kinerja PNS untuk 
memberikan apresiasi terhadap masyarakat atau pegawai yaitu dengan 
memberikan pelayanan prima. Tuntunan pelayanan prima akan menjdi 
energi BKD dalam mewujudkan PNS yang profesional. 
10) Tersedianya Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian. 
Hanya orang-orang berprestasi yang bisa memberikan hasil kerja 
optimal dan prestasi bisa dibangun manakala PNS yang bersangkutan 
didukung dengan iklim kepegawaian yang kondusif dan adil. Untuk 
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itu, guna menciptakan iklim kepegawaian yang kondusif dan adil serta 
menjaga persaingan karier yang sehat, peraturan kepegawaian yang 
lengkap menjadi solusinya dan untk keperluan itu, pemerintah telah 
menyediakannya.  
11) Tersedianya PNS yang Siap Bina.  
PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur Negara yang 
mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintah. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut 
adalah PNS yang mempunyai kompetensi, profesional, dan mental 
yang baik. Oleh karena itu, adanya pembinaan yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas PNS adalah mutlak dibutuhkan agar PNS dapat 
menjalankan tugas dan peranannya sebagai pelayan masyarakat. 
12) Tersedianya Gedung atau Kantor. 
Dukungan konkrit bagi PNS untuk bisa bekerja dengan baik adalah 
lingkungan yang nyaman yaitu gedung atau kantor yang disertai dngan 
tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas 
pekerjaan. Jika fasilitas ini dapat terpenuhi, akan tercipta kelancaran 
dalam menyelesaikan tugas pekerjaan secara tepat waktu dan efisien. 
j. Analisis Weakness atau Kelemahan 
5) Belum Meratanya Kemampuan Teknis PNS. 
Modal manajemen yang dikembangkan adalah desentralisasi, 
partisipatif. Hal ini berarti masing-masing unit kerja mandiri dalam 
kemampuan sumber daya manusia. Kondisi ideal seperti ini belum 
terjadi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. Contoh yang 
paling mudah, sekarang ini hampir kegiatan administrasi menggunakan 
komputer. Seharusnya masing-masing PNS mempunyai kemampuan 
untuk mengoperasikan komputer dengan baik untuk dapat 
menyelesaikan tugas pekerjaannya. Bila hal ini tidak segera diambil 
tindakan, penyelesaian tugas pekerjaan tidak dapat optimal. 
6) Rendahnya Pemahaman dan Etos Kerja. 
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Telah terbentuk opini bahwa PNS sering menunda-nunda penyelesaian 
tugas pekerjaannya. Hal ini mungkin disebabkan rendahnya 
pemahaman PNS terhadap tugas pokoknya masing-masing karena 
organisasi pemerintah memang tidak mengejar keuntungan seperti 
pada organisasi bisnis lainnya, tetapi lebih mengedapankan pelayanan. 
Oleh karena itu perlu penekanan khusus agar PNS dapat meningkatkan 
etos kerjanya sehingga dapat menjalankan tugas sebagai pelayan 
masyarakat dengan memuaskan. 
k. Analisis Opportunity atau Peluang 
2) Menjadi perangkat kerja Pemerintah Kota Surakarta yang memiliki 
SDM PNS yang professional dan kredibel dalam melaksanakan 
pelayanan prima kepada masyarakat.  
Sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Surakarta yang 
bertugas mengatur bidang kepegawaian, BKD diharapkan mampu 
melaksanakan pelayanan prima baik kepada PNS se Kota Surakarta 
maupun kepada masyarakat umumnya. Tugas-tugas yang dilaksanakan 
PNS dalam BKD harus menunjukkan kinerja yang professional serta 
kredibel. 
l. Analisis Hambatan atau Treath 
5) Rendahnya Kesejahteraan PNS.   
Memang tidak ada alasan menuntut gaji atau honor lebih selain yang 
telah ditetapkan peraturan. Rendahnya pendapatan PNS dengan alasan 
apapun tidak bisa dipakai untuk tidak melakukan tugas dengan baik, 
tetapi juga tidak adil bila pimpinan menutup diri terhadap kebutuhan-
kebutuhan PNS ketika menegakkan disiplin kerja. Pendapat ini bukan 
sebuah apologi tetapi semata-semata ingin mengingatkan bahwa 
kesejahteraan PNS akan berpengaruh terhadap kinerja PNS. 
6) Kurang Tercukupinya Alat Kerja dan Perangkat Kerja.  
Membicarakan  hambatan ini seringkali dianggap persoalan klasik dan 
kadang-kadang hambatan tersebut dijadikan kambing hitam kegagalan 
kerja. Terlepas dari anggapan-anggapan tersebut, realitas menunjukkan 
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bahwa untuk bisa menghasilkan produk kerja diperlukan alat kerja dan 
perangkat kerja berupa mesin-mesin, alat tulis, kendaraan, aturan-
aturan, sistem kerja dan sebagainya. Tanpa tercukupnya alat kerja dan 
perangkat kerja mustahil pelayanan prima bisa diwujudkan. 
Komentar penulis: 
BKD telah menganalisis SWOT terhadap visi yang telah ditetapkan. 
13. Bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir kelemahan dan hambatan 
yang ada pada BKD Kota Surakarta? 
Jawaban: 
Upaya yang ditempuh adalah dengan mengidentifikasi kekuatan dan 
kelemahan organisasi, kemudian mengatasi kelemahan dan hambatan yang 
ada pada organisasi dengan menyusun program-program kerja yaitu: 
e. Pembinaan dan pengembangan aparatur 
f. Peningkatan disiplin aparatur 
g. Pengadaan pendidikan kedisanan 
h. Peningkatan kapasitas SDM 
Komentar Penulis: 
BKD telah mampu mengatasi kelemahan dan hambatan yang ada. 
Rekruetmen CPNS 
1. apa dasar pengadaan program CPNS Kota Surakarta?  
Jawaban: 
BKD melaksanakan pengadaan CPNS berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 
2002, Keputusan Walikota Surakarta Nomor 871/ 1450/ 2008 tentang 
Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Surakarta 
Tahun 2008 dari Pelamar umum Tahun 2008 Pemerintah Kota Surakarta. 
Komentar Penulis: 
Pengadaan program CPNS telah diatur oleh Pemerintah Kota Surakarta. 
2. kapan pengadaan program CPNS diselenggarakan? 
Jawaban: 
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Seleksi CPNS diadakan pada tanggal 7 Desember 2008 dan pengumuman 
penerimaan pada tanggal 31 Desember 2008 serta dengan jumlah formasi 
yang dibutuhkan sebagai berikut: 
5) Tenaga Kependidikan : 175 formasi 
6) Tenaga Kesehatan  : 102 formasi 
7) Tenaga Teknis Lain :   28 formasi 
8) Pelatih Olahraga  :   10 formasi 
Pemberkasan bagi CPNS yang dinyatakan lulus pada tanggal 12, 13, 14 
Januari 2009. 
Komentar Penulis: 
Program CPNS dilaksanakan Tanggal 7 Desember 2008 sampai dengan 14 
Januari 2009. 
3. bagaimana kriteria CPNS yang dapat lolos seleksi dan apakah seleksi 
CPNS yang ketat mampu menyeleksi kualitas SDM CPNS?   
Jawaban: 
Kriteria CPNS yang lolos seleksi adalah CPNS yang memenuhi syarat 
kualifikasi dan jabatan yang ditentukan dalam formasi dan dinyatakan 
lulus seleksi CPNS. Seleksi CPNS yang ketat akan mampu menyeleksi 
kualitas SDM CPNS karena didapatkan SDM yang berkualitas dari sudut 
kompetensi pendidikan dan jabatan yang dipersyaratkan. 
Komentar Penulis: 
Seleksi CPNS yang ketat akan mampu menyeleksi kualitas SDM. 
Penulis diberi data primer BKD tentang pengadaan program CPNS. 
Pencapaian Visi dengan adanya Usaha Peningkatan kualitas SDM 
2. Apakah dengan adanya usaha-usaha peningkatan kualitas SDM mampu 
mencapai visi BKD?  
Jawaban: 
Ya, visi BKD telah tercapai secara optimal. 
Komentar Penulis: 
Adanya usaha peningkatan kualitas SDM terbukti mampu mencapai visi 
BKD secara optimal. 
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FIELDNOTE 6 
WAWANCARA TAHAP II 
 
Tanggal : 20 Januari 2009 
Waktu  : 09.00 WIB 
Kegiatan : Wawancara 
Nama  : Drs. Joko Pratono 
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pegawai  
 
Kedisiplinan 
12. Bagaimana cara-cara pembinaan dan pengembangan PNS BKD Kota 
Surakarta? 
Jawaban: 
Pembinaan melalui pengawasan melekat atas Tupoksi dan pengawasan 
jam kerja. Cara mengelola dan membina agar PNS dapat mentaati tata 
tertib yaitu dengan dibuat Daftar Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP3) 
yang diadakan tiap tahun.  
Pengembangan aparatur PNS pada BKD, dilaksanakan sebagai sebuah 
usaha untuk meningkatkan mutu dan ketrampilan serta memupuk 
kegairahan kerja sehingga perlu untuk dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya dengan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi 
kerja. Sistem karier adalah sistem kepegawaian yang pengangkatan 
pertama didasarkan pada kecakapan sedang dalam pengembangan masa 
kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian dan syarat lainnya turut 
menentukan.  
Pengembangan karier mencakup diadakannya promosi dan mutasi 
pegawai. Promosi dilakukan untuk kenaikan pangkat PNS. Sedangkan 
mutasi pada BKD merupakan kegiatan pemindahan PNS antar lembaga 
dalam satu kota dan tidak merubah golongan PNS yang bersangkutan. 
Kegiatan ini dapat digunakan mengembangkan ketrampilan PNS.  
 Komentar Penulis: 
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 Penulis diberi data dari BKD mengenai DP3. BKD memiliki data yang   
lengkap mengenai DP3. 
13. Dapatkah daftar absensi menjadi pengukur kinerja PNS BKD Kota 
Surakarta dalam hal kedisiplinan? 
Jawaban: 
Dapat. 
Komentar Penulis: 
Absensi dapat dijadikan pengukur kedisiplinan PNS BKD. 
14. Bagaimana sistem absensi dulu dan sekarang? Apakah terdapat perubahan 
dari tahun ke tahun? 
Jawaban: 
Ada perubahan, dulu sistem absensinya hanya manual yaitu tandatangan di 
daftar presensi sekarang sistem sidik jari dengan komputer 
Komentar Penulis: 
Terdapat perubahan sistem absensi pada BKD yaitu dari sistem manual ke 
absensi sidik jari.  
15. Bila ada, bagaimana tingkat pengaruh adanya perubahan sistem absensi 
tersebut terhadap tingkat kedisiplinan pegawai dan bagaimana 
pengelolaannya? 
Jawaban: 
Adanya sistem absensi sidik jari mampu memberikan kenaikan secara 
optimal mengenai tingkat kedisiplinan jam kerja PNS BKD. Setiap unit 
kerja diharap melaporkan rekap absensi sidik jari ke sebagai tolok ukur 
pengawasan PNS 
Komentar Penulis: 
Absensi sidik jari membuat kenaikan kedisiplinan pegawai meningkat 
secara optimal. 
16. kapan diberlakukannya absensi sidik jari? 
Jawaban: 
Dilaksanakan pada Pemerintah Kota Surakarta lingkup Balaikota termasuk 
pada BKD pada bulan November 2008. Sedangkan untuk kantor 
109 
 
Pemerintah di luar lingkup Balaikota dilaksanakan secara efektif pada 
bulan Desember 2008. 
Komentar Penulis: 
Absensi sidik jari telah dilaksanakan oleh BKD pada bulan November 
2008. 
17. apa dasar diberlakukannya absensi sidik jari? 
Jawaban: 
Perintah Walikota Surakarta melalui Sekretaris Daerah.  
Komentar Penulis: 
Penggunaan absensi sidik jari diatur oleh Pemerintah Kota Surakarta. 
Pencapaian Visi dengan adanya Usaha Peningkatan kualitas SDM 
3. Apakah dengan adanya usaha-usaha peningkatan kualitas SDM mampu 
mencapai visi BKD?  
Jawaban: 
 Ya, visi BKD sudah tercapai. 
 Komentar Penulis: 
Adanya usaha-usaha peningkatan kualitas SDM terbukti mampu 
mewujudkan visi BKD secara optimal. 
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FIELDNOTE 7 
WAWANCARA TAHAP II 
 
Tanggal : 27 Januari 2009 
Waktu  : 09.00 WIB 
Kegiatan : Wawancara 
Nama  : Dyah 
Jabatan : Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional Bidang Diklat 
 
Diklat 
1. Bagaimana pengelolaan Diklat? 
 Jawaban: 
 Penulis diberi data primer dari BKD mengenai Diklat. 
 Komentar Penulis: 
 BKD mengarsip hal-hal mengenai Diklat. 
2. Diklat yang diselenggarakan oleh BKD? 
Jawaban: 
Usaha riil Diklat yang diadakan oleh BKD selama tahun 2008, yaitu: 
3) Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara 
Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 20 hari 
tanggal 12 Juni s/d 4 Juli 2008 sejumlah 45 orang di Wisma Sejahtera 
(YIS) Jl. Tanjung N0.96 Karang Asem Surakarta. 
4) Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Angkatan I Pemerintah Kota 
Surakarta tanggal 14 November s/d 28 November 2008 sebanyak 40 
orang di YIS Karang Asem Surakarta. 
Untuk rencana kerja program Diklat tahun 2009 antara lain: 
6) Diklat Prajabatan I dengan target 128 peserta, Prajabatan II dengan 
target 238 perserta, Prajabatan III dengan target 481 peserta. 
7) Diklat Kepimpinan dengan target 16 peserta. 
8) Diklat Bendahara dengan target 45 peserta. 
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9) Ujian Dinas dengan target 40 peserta dilaksanakan pada tanggal 5 
Maret 2009. 
10) Ujian Penyesuaian Ijazah dengan target 40 peserta. 
Komentar Penulis: 
BKD mengadakan 2 Diklat pada tahun 2008 dan merencanakan 
menyelenggarakan 5 Diklat untuk tahun 2009, berarti terdapat kenaikan 
jumlah diklat darai tahun 2008 ke tahun 2009. 
Pencapaian Visi dengan adanya Usaha Peningkatan kualitas SDM 
4. Apakah dengan adanya usaha-usaha peningkatan kualitas SDM mampu 
mencapai visi BKD?  
Jawaban: 
Ya, visi BKD tercapai dengan adanya program-program kerja peningkatan 
kualitas SDM. 
Komentar Penulis: 
Adanya usaha-usaha peningkatan kualitas SDM terbukti mampu 
mewujudkan visi BKD secara optimal. 
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Gambar: Halaman depan Balaikota Surakarta 
 
 
 
 
 
 
Gambar: Gedung BKD tampak depan  
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Gambar: Bidang Diklat 
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Gambar: Bidang Pembinaan Pegawai 
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Gambar: Bidang Pengembangan Karir Pegawai 
 
 
116 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar: Bidang Bina Program 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar: Anjuran Absensi 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar: PNS sedang absen dengan absensi sidik jari 
